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PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 114 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pegendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);



10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran  Negara  Indonesia  Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4
Tahun 2014 tentang  Sistem = Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12);

17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2024 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.

w

10.

11.

Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Daerah adalah Kabupaten Bandung.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara  pemerintahan  daerah  yang
memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bandung.

Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah  yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain
adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin
oleh Camat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program
prioritas dan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap
program dan kegiatan sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Kerja  Pemerintah  Daerah  yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode
1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan
Perangkat Daerah untuk peride 1 (satu) tahunan.



12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu
PD, serta pagu anggaran sementara yang
didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
dan PPAS APBD.

13. Tuyjuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)
tahunan.

14. Sasaran adalah  rumusan  kondisi yang
menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil
pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program
PD.

15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil terukur
sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas
pembangunan yang dihasilkan oleh
Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam rangka mencapai hasil (outcome)
suatu program.

17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan
dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan
daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

BAB II
RENJA PD

Pasal 2
Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun
2025 dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2021-2026.

Pasal 3
Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 sekurang-kurangnya memuat;
a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
Penutup; dan
lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan
berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

mo oo



(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 4

Renja PD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari

Renstra PD Tahun 2021-2026 yang akan

digunakan PD untuk melaksanakan Rencana

Kerja PD;

Renja PD Tahun 2025 sebagaimana pada ayat (1)

bertujuan untuk:

a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian
pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian
pelaksanaan rencana kerja PD tahun lalu
dan capaian kinerja pelayanan PD;

b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan
sinergitas antara Renja PD dengan dokumen
RKPD dan Renstra PD;

c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan
program dan penganggaran dengan
memperhatikan kerangka regulasi dan
kerangka anggaran PD yang telah ditetapkan
pagu dan indikatifnya; dan

d. mewujudkan penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan dan
berkelanjutan.

Pasal 5
Renja PD digunakan sebagai salah satu dasar
penyusunan RKA PD.
Renja PD selanjutnya menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung yang
mengatur mengenai Renstra PD Tahun 2021-
2026.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja PD menjadi lampiran yang
tidak terpisahkan dalam Renja PD meliputi;

a.

Semua ketetapan indikator kinerja dan pagu
indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD
sesuai dengan tugas dan fungsi PD;

Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah
menyesuaikan dengan KUA-PPAS yang telah
disepakati bersama DPRD;

Perubahan target kinerja dan pagu indikatif
sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi
dengan berita acara atau risalah rapat antara PD
dengan DPRD; dan



d. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif
sebagaimana  dimaksud pada  huruf ¢
dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan
Renja PD.

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah membuat laporan realisasi
kinerja dan anggaran secara berkala atas
pelaksanaan Renja PD.

(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Laporan relaisasi kinerja dan anggaran Renja PD
disampaikan kepada Bupati melalui Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan
pembangunan, penelitian dan pengembangan

Daerah.

(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan secara elektonik.

(5) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi

kendala atau permasalahan teknis maka dapat
disampaikan secara manual.

(6) Laporan realisasi kinerja dan anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
bahan masukan dan pertimbangan untuk
penyusunan tahun Dberikutnya dan/ atau
perubahan Renja PD tahun berjalan.

Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Renja PD
Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan
Pasal 7 tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) PD melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan Renja PD dan evaluasi hasil
Renja PD sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan Daerah.



(2)

(3)

(5)

(1)

(2)

Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan
pembangunan, penelitan dan pengembangan
Daerah  melakukan  verifikasi atas hasil
pengendalian dan evaluasi yang dilakukan PD
terhadap pelaksanaan dan hasil Renja PD.
Kepala PD menindaklanjuti hasil verifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai
bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja PD.
Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi
sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai
peraturan perundang-undangan.

Pengendalian pelaksanaan Renja PD dilakukan
pada saat penyusunan RKA PD.

BAB V
PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 10

Renja PD dapat diubah apabila :

a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi
tidak sesuai dengan perkembangan keadaan
atau penyesuaian terhadap kebijakan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi
dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD.

b. terdapat keridaksesuaian sebagaimana hasil
pengendalian dan evaluasi yang dimaksud
dalam pasal 9; dan

c. dalam hal terjadinya penyesuaian tujuan dan
sasaran PD beserta target indikatornya,
sebagaimana tertuang didalam Renstra PD
Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari :

a. pagu anggaran program;

b. kegiatan dan sub kegiatan;

c. perubahan target indikator kinerja program;
dan

d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan
pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja PD
tahun 2025.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

perundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2024
BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 114

salinan sesuai dengan aslinya
KEFALA BAGIAN HUKUM

Ot

YANA ROSMIANA, 5.H.M.H
Pembina Tk.I

NIF. 196901011999012001



RENCANA KERJA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Bandung telah menyusun Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025,
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Rl Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja 2025 ini adalah bahan acuan/dokumen
rencana tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk
mencapai sasaran pembangunan daerah. Hal ini merupakan kegiatan tahunan yang akan
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Bandung Tahun 2025 di Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bandung pun bertujuan agar pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
lebih terarah, tepat sasaran dan tepat waktu.

Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintahan
Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan
sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semua dalam rangka

pelaksanaan tugas dan amanah.

Soreang, Juni 2024
AN PENDAPATAN DAERAH

NIP. 196509241987021002
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RENCANA KERJA

BAB |
PENDAHULUAN

1 Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas

pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program
strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat :

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana
program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan,
prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan
pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;

2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk
disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (R-APBD);

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang
pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung
jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
yang ditetapkan dalamRenja PD;dan

4. Secara faktual, menjadi tolok ukur “untuk” menilai~capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah— merealisasikan * program- dan’' kegiatan dalam mewujudkan

kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah
kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara
penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan
penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas
dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah
yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down,
holistik-tematik, integratif, dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan
dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah
yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku

kepentingan.

—



RENCANA KERJA

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 20 dinyatakan bahwa

BAPPERIDA menyiapkan RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah. Sejalan dengan
ketentuan tersebut di atas, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam
Pasal 17 dijelaskan bahwa BAPPERIDA menyusun RKPD, yang merupakan penjabaran
dari Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kab. Bandung Tahun 2005 - 2025, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Dalam prosesnya, penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 merujuk
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2021-2026 Kabupaten
Bandung.

BAPPERIDA bertugas mengkoordinasikan penyusunan RKPD dan selanjutnya
disepakati menjadi dokumen akhir RKPD di dalam Musrenbang RKPD. Lebih lanjut
RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan pedoman perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tahunan daerah serta
sebagai acuan dalam proses penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025.

RKPD tersebut ditetapkan ‘'melalui Surat Edaran Bupati Bandung Nomor
DL.03.01/ 4382 / BAPPERIDA tentang Agenda Penyusunan Dokumen Perencanaan
Tahun 2025.

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi:Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai
sasaran pembangunan.

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang
disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah, ini disusun dengan berpedoman pada Rencana
Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah 2021 — 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang di

tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
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berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RKPD Tahun
2025. Penjabaran yang dimaksud, menitik beratkan pada penyelarasan prioritas, sasaran,
program dan kegiatan prioritas lingkup Perangkat Daerah yang menunjang pembangunan
tahunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang selaras dengan Renstra Perangkat
Daerah, RPJP serta RPJMD, begitupun dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang
dalam RPJMN. Prioritas pembangunan Tahun 2025 yang dituangkan ke dalam program dan
kegiatan prioritas merupakan upaya pemenuhan pencapaian target yang ditetapkan dalam
Renstra Tahun 2021- 2026.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) adalah sebagaimana tercantum dalam gambar berikut ini :
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Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana

Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6 berbunyi
bahwa Pemerintahan Daerah berhak  menetapkan Peraturan Daerah dan
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nemor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286 );

5.  Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

6.  Undang—-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

8.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa Rali dirubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887);

9.  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355 );
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Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );

11.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah beberapa Rali terakhir dengan
Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844 );

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

16.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan
penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 ),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6178);

18.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

19.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian,

Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
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Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;

21. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan
Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

23.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);

24.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 — 2025;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung nomor 15 tahun 2018);

26. Peraturan Bupati Bandung Nomor 97 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021- 2026;

27. Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024
Nomor 75);

28. Surat Edaran Bupati Bandung Nomor DL.03.01/ 4382 / BAPPERIDA tentang Agenda

Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2025.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat
Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2018 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah.

Badan Pendapatan Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin
oleh seorang Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati Bandung melalui Sekretaris
Daerah Kabupaten Bandung. Tahun 2021 merupakan tahun ke-1 (satu) dari pelaksanaan
Rencana Strategis BAPENDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 yang berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021 —
2026.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, Peraturan Bupati Bandung
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Kabupaten Bandung, Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Bandung Nomor
32 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris membawahkan :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
3) Perencana Ahli Muda
3. Bidang sebanyak 4 Bidang yaitu :
1. Bidang P20 :
1). Sub Bidang Perencanaan Pendapatan;
2). Sub Bidang Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
3). Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
2. Bidang Penagihan, membawahkan :
1). Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah;
2). Sub Bidang Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
3). Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
3. Bidang Pajak I, membawahkan :
1). Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak |;
2). Sub Bidang Penetapan Pajak I;
3). Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
4. Bidang Pajak Il, membawahkan :
1). Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak ll;
2). Sub Bidang Penetapan Pajak II;
3). Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
5. UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah | Soreang, membawahkan :
1). Sub Bagian Tata Usaha.
6. UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Il Dayeuhkolot, membawahkan :
1). Sub Bagian Tata Usaha.
7. UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Ill Ciparay, membawahkan :
1). Sub Bagian Tata Usaha.
8. UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV Majalaya, membawahkan :
1). Sub Bagian Tata Usaha.
9. UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah V Rancaekek, membawahkan :
1). Sub Bagian Tata Usaha.

Adapun kewenangan urusan Badan Pendapatan Daerah di Tahun 2025, meliputi:

1. Berdasarkan Permendagri 050/2020, URUSAN SKPD Badan Pendapatan Daerah (URUSAN
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terdiri dari beberapa Kegiatan yaitu :

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan memiliki Sub
Kegiatan diantaranya :

Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

ISHE

Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD
Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD

e o

Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD
Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisai kinerja SKPD

Evaluasi kinerja perangkat daerah

= @ oo

Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

—

Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan memiliki Sub Kegiatan diantaranya :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran

SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dan memiliki Sub Kegiatan
diantaranya :

a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

b. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan memiliki Sub Kegiatan diantaranya :
a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

c. Pemulangan Pegawai yang Pensiun

d. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

e. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah dan memiliki Sub Kegiatan diantaranya:

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

ISR

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

e o

Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan Bahan/Material

B oo

Fasilitasi Kunjungan Tamu

—

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan memiliki
Sub Kegiatan diantaranya :

a. Pengadaaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

b. Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan

c. Pengadaan Mebel

d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan memiliki Sub Kegiatan
diantaranya :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan

memiliki Sub Kegiatan diantaranya :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Urusan Wajib terdiri dari 1 (Satu) program yaitu Program Pengelolaan Pendapatan

Daerah yang memiliki 1 (Satu) Kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan memiliki Sub Kegiatan diantaranya :

a. Perencanaan pengelolaan pajak dacrah

b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah I Soreang
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah II
Dayeuhkolot

e

e. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah III Ciparay

f. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah [V Majalaya

g. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah V
Rancaekek

h. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

i. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

j. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

k. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

1. Penectapan Wajib Pajak Daerah

m. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
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0. Penagihan Pajak Daerah

p. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
q- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

r. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
2 Maksud dan Tujuan

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Rencana Kerja merupakan dokumen
perencanaan Badan Pendapatan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang mana dimaksudkan

untuk :

a. Memuat program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;

b. Memberikan acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dalam pergeseran

kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan;

C. Memberikan acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dalam

mengevaluasi pencapaian kinerja dan anggaran program dan kegiatan;

d. Memberikan acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dalam menetapkan
asumsi ketercapaian indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung

sampai dengan akhir tahun anggaran/2024;

Renja Badan Pendapatan Daerah'ditetapkan dengan tujuan untuk menghitung proyeksi
kebutuhan, besaran target pada tahun rencana“dan prakiraan maju tahun berikutnya, yang
nantinya akan dijabarkan menjadi kebutuhan program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun
rencana, sesuai dengan tugas fungsi dan tata“kerja serta kewenangan Perangkat Daerah pada

Tahun 2025.

.3 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai berikut :

Babl Pendahuluan
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Badan
Pendapatan Daerah, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik,
meliputi :
1.1 Latar Belakang
Memuat pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah, Visi, Misi Perangkat Daerah
sesuai Renstra serta proses penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum
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daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK baru,

kewenangan perangkat daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja
Perangkat Daerah

1.4  Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perangkat daerah,

serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab Il Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daaerah
(PD) Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) mengacu pada
APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan,
meliputi :
2.1  Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah;
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD;

2.5  Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Bab Il Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Berisi Program™ dan..Kegiatan Tahun 2025 serta .Permasalahan dan Upaya
Penanganan, meliputi :
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional,;
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

3.3 Program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan PD

Bab ini memuat tentang Rencana Kerja dan pendanaan Badan Pendapatan
Daerah yang disusun 1 (satu) tahun sekali dengan berpedoman kepada Rencana Strategis
(Renstra) Perangkat Daerah, Sasaran RKPD dan capaian kinerja sasaran RPIMD Kabupaten

Bandung.

Bab V Penutup

—
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BAB Il

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 berpedoman pada
hasil pencapaian kinerja badan sampai dengan tahun n-1, RKPD Tahun 2024 dan
Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah periode 2021-2026.
Berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah (PD) 2024 Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bandung Sampai dengan bulan Januari 2024 memiliki tingkat
capaian realisasi sebesar 62,03% untuk Capaian Nilai SAKIP BAPENDA, Capaian
Persentase Aset Dalam Kondisi Baik sebesar 64,37%, Capaian Persentase
Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 60,86% dan

—
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(T-C.29) Evaluasi hasil renja PD Tahun 2024.




Badan Pendapatan Daerah

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Bandung

2 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
PROGRAM PENUNJANG 4015 816 -81,6 834 -102.13
0 URUSAN - Nilai SAKIP 0 ’ Poin 6’ Poin 6 Poin 0’ Poin % -84 Poin -249,0 Poin -62,03%
PEMERINTAHAN DAERAH - Aset dalam Kondisi Baik 435 % 100 % -85,0 % .94 % -109,30 -86 % 6 % -64,37%
KABUPATEN/KOTA 0 % -280
Prosentase Permenuhan
2,0 FEIEEIEETL OB, Pelayanan Perencanaan
i dan Evaluasi Kinerja Perangkat P dan E I’ a 500 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 300 % 60%
Daerah enganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
20 Penyusunan Dokumen Jumiah  Dokumen 20 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 Dokumen 12 Dokumen 60%
1 Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan  Perangkat Daerah
2,0 Koordinasi dan Penyusunan Jumiah Dokumen RKA-SKPD dan
; y Laporan Hasil Koordinasi 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 60%
1 Dokumen RKA-SKPD
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan
2,0 Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD dan Laporan Hasil 0 0
y Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 60%
Perubahan RKA-SKPD
- Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
20 Koordinasi dan Penyusunan DPA Laporan Hasil Koordinasi 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 60%
1 SKPD
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan
2,0 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan Hasil 0 0
y Perubahan DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 60%
Perubahan DPA-SKPD




2 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
Jumlah Laporan Capaian Kinerja
L dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
20 Koordinasi dan Penyusunan SKPD dan Laporan Hasil
; Laporan Capaian Kinerja dan L 20 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100% 4 Laporan 12 Laporan 60%
1 : I Koordinasi Penyusunan Laporan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD e .
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
2,0 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi o o
y Daerah Kinerja Perangkat Daerah 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 60%
- . Prosentase Permenuhan
20 B Pelayanan Administrasi 500 % 100 % 100 % 100 % 100% | 100 % 300 % 60%
9 Keuangan perangkat daerah
) . . Jumlah Orang yang
ZéO igrll\lyedlaan Gaji dan Tunjangan Menerima Gaji dan Tunjangan 512 Orang/Bulan 104 Orang/Bulan 104 Orang/BuIa 104 OranﬁlBuIa 100% 104 Orang/Bulan 312 OranﬁlBuIa 61%
ASN
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Akhir
2é0 Laporan Keuangan Akhir Tahun '}Eahu(r;_ SK.PE dan Laporal? Hasi 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 60%
SKPD oordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
2,0 Pengelolaan dan Penyiapan Jumlah Dokumen Bahan
é Bahgn Tanagaan Pe?,ner:iksaan Tanggapan Pemeriksaan dan 3 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0% 1 Dokumen 1 Dokumen 33%
99ap Tindak Lanjut Pemeriksaan
Jumlah Laporan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
20 Laporan Kguangan SKPD dan Laporan Koordinasi 15 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 3 Dokumen 9 Dokumen 60%
2 Bulanan/Triwulanan/Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Prosentase Permenuhan
2,0 Administrasi Barang Milik Pelayanan Administrasi Barang 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Daerah pada Perangkat Daerah Milik Daerah pada Perangkat e . g - v . ) . HUG i . 1o . D
Daerah
20 Penyusunan Perencanaan Jumlah Rencana Kebutuhan
:’3 Kebutuhan Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah 3 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 33%
SKPD SKPD
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Pembi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan,
20 emblnaap, Pengawasan, dan Pengawasan, dan
; Pengendalian Barang - " 3 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 33%
3 - Pengendalian Barang Milik Daerah
Milik Daerah pada SKPD
pada SKPD
20 Administrasi Kepegawaian Prosentase Permenuhan
é Perangkat Pelayanan Administrasi 500 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 300 % 60%
Daerah Kepegawaian perangkat daerah
Pengadaan Pakaian Dinas . )
20 Beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas 10 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 100% | 2 Paket 6 Paket 60%
5 ; beserta Atribut Kelengkapan
Atribut Kelengkapannya
2,0 Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah Dokumen Monitoring,
- S S Evaluasi, dan 3 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0% 1 Dokumen 1 Dokumen 33%
5 Penilaian Kinerja Pegawai SR .
Penilaian Kinerja Pegawai
2,0 Pemulangan Pegawai yang Jumlah Pegawai Pensiun yang o o
5 Pensiun Dipulangkan 2 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0% 1 Orang 1 Orang 50%
20 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan
é Pegawai Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 900 Orang 180 Orang 180 Orang 180 Orang 100% 180 Orang 540 Orang 60%
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan
2,0 Sosialisasi Peraturan Jumiah Orang yang Mengikut
: Sosialisasi Peraturan 900 Orang 180 Orang 180 Orang 180 Orang 100% 180 Orang 540 Orang 60%
5 Perundang-Undangan
Perundang-Undangan
- . Prosentase Permenuhan
20 Daministrasi Umum Perangkat | pelayanan Administrasi Umum 500 % 100 % 100 % 100 % 100% | 100 % 300 % 60%
Perangkat Daerah
20 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi
é Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan 5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 60%
Kantor Kantor yang Disediakan
2,0 Penyediaan Peralatan dan Jumiah ~Paket Peralatan - dan
i Y Perlengkapan Kantor yang 25 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 100% 5 Paket 15 Paket 60%
6 Perlengkapan Kantor g
Disediakan
2,0 Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Rumah 0 0
6 Tangga Tangga yang Disediakan 15 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 100% 3 Paket 9 Paket 60%
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2,0 Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket . Bahan Logistik 5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 60%
6 Kantor Kantor yang Disediakan
2,0 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang ICetelakan dan 5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 60%
6 Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
20 Penyediaan Bahan Bacaan dan dan Peraturan 20 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 Dokumen 12 Dokumen 60%
6 Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang
Disediakan
20 Penyediaan Bahan/Material Jumiah Paket Bahan/Material yang | Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0% 1 Paket 1 Paket 33%
6 Disediakan
20 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi 60 Laporan 12 Laporan 12 | Laporan | 12 | Laporan 100% | 12 Laporan 36 Laporan 60%
6 Kunjungan Tamu
20 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan
il H 1 H 0 V
6 Koordinasi dan Konsultasi SKPD g;;;ag Koordinasi dan Konsultasi 60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 36 Laporan 60%
2,0 Penatausahaan Arsip Dinamis Jumlah Dokumen Penatausahaan o o
6 pada SKPD Arsip Dinamis pada SKPD 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 100%
- Prosentase Permenuhan
Pengadaan Barang Milik Daerah e
2,0 - ; Pengadaan Barang Milik Daerah o 0 o 0 0 0 0 0
3 Penunjang Urusan Pemerintah Penunjang Urusan Pemerintah 300 % 0 % 0 % 0 % 100% 100 % 100 % 33%
Daerah
Daerah
2,0 Pengadaaan Kendaraan Dinas Jumiah Unit Kendaraan
; ; Perorangan Dinas atau Kendaraan 3 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 1 Unit 1 Unit 33%
8 Operasional atau Lapangan ) oo
Dinas Jabatan yang Disediakan
2,0 Pengadaan Kendaraan dinas Jumlah Unit Kendaraan Dinas
; gad Operasional atau Lapangan yang 3 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 1 Unit 1 Unit 33%
8 Operasional atau lapangan o
Disediakan
20 Pengadaan Mebel Jumiah Paket Mebel yang 3 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0% 1 Paket 1 Paket 33%
8 Disediakan
2,0 Pe_ngadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Per_alat_an dan Mesin 3 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 1 Unit 1 Unit 33%
8 Lainnya Lainnya yang Disediakan
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20 Penyediaan Jasa Penunjang Prosentase Permenuhan Jasa
é Urusan Penunjang Urusan Pemerintah 500 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 300 % 60%
Pemerintahan Daerah Daerah
20 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 36 Laporan 60%
8 Surat Menyurat
20 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan
é Sumber Jasa Komunikasi, Sumber Daya 60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 36 Laporan 60%
Daya Air dan Listrik Air dan Listrik yang Disediakan
2,0 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumiah Laporan Penyediaan
; Jasa Pelayanan Umum Kantor 60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 36 Laporan 60%
8 Umum Kantor Y
yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik
20 Daerah Prosentase Permenuhan
é Penunjang Urusan Pelayanan Pemeliharaan Barang 500 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 300 % 60%
Pemerintahan Milik Daerah
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan
2,0 Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas . | . . 0 . . 0
9 Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 5 Unit L Unit 1 Unit ! Unit 100% ! Unit 3 Unit 60%
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas
20 Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan | Operasional atau Lapangan yang 630 Unit 126 Unit 126 Unit 126 Unit 100% | 126 Unit 378 Unit 60%
9 Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajak
Operasional atau Lapangan dan Perizinannya
20 Pemeliharaan Peralatan dan Jumla Peralatan dan Mesin 330 Unit 66 Unit 66 Unit 66 Unit 100% | 66 Unit 198 Unit 60%
9 Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara
20 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan
é Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang 5 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 3 Unit 60%
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
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. I Jumlah Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
e dan Prasarana Gedung Kantor f:lgﬁ;g y‘;ﬁ;‘” atau Bangunan 5 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 3 Unit 60%
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
- Persentase Kontribusi Pajak -55,0 -50,2 -49,4 503 -154,7
0 PROGRAM PENGELOLAAN Daerah terhadap Pendapatan 254,25 % 1 % 7 % 3 % 100% 0' % 4 % 60,86%
PENDAPATAN DAERAH Asli Daerah 4175 Poin -83,4 Poin -83,0 Poin -89,4 Poin ’ 84 Poin -256,9 Poin 61,55%
- Nilai IKM 9 0 9 8
20 Kegiatan Pengelolaan
i pendapatan Prosentase Target Pajak Daerah 500 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 300 % 60%
Daerah
20 Perencanaan pengelolaan pajak Jumiah Dokume_n Rencana 10 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 6 Dokumen 60%
1 daerah Pengelolaan Pajak Daerah
20 Analisa dan Pengembangan 'J;ﬂf hDaD:rzl:1n1szr:taHaSII Analis
; Pajak Daerah, serta Penyusunan I . 15 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 3 Dokumen 9 Dokumen 60%
1 " ; Pengembangan Pajak Daerah dan
Kebijakan Pajak Daerah. > A
Kebijakan Pajak Daerah
Jumlah Laporan Pelaksanaan
2,0 Penyuluhan dan Penyebarluasan Penyuluhan dan Penyebarluasan 0 0
1 Kebijakan Pajak Daerah Kebijakan Pajak Darah UPTD 60 Laporan 12 L-aporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 36 Laporan 60%
Wilayah | Soreang
Jumlah Laporan Pelaksanaan
2,0 Penyuluhan dan Penyebarluasan Penyuluhan dan Penyebarluasan o o
y Kebijakan Pajak Daerah Kebijakan Pajak Daerah UPTD 60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 36 Laporan 60%
Wilayah Il Dayeuhkolot
Jumlah Laporan Pelaksanaan
2,0 Penyuluhan dan Penyebarluasan Penyuluhan dan Penyebarluasan o o
y Kebijakan Pajak Daerah Kebijakan Pajak Daerah UPTD 60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 36 Laporan 60%
Wilayah IIl Ciparay
Jumlah Laporan Pelaksanaan
2,0 Penyuluhan dan Penyebarluasan Penyuluhan dan Penyebarluasan o o
y Kebijakan Pajak Daerah Kebijakan Pajak Daerah UPTD 60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 36 Laporan 60%
Wilayah IV Majalaya
2,0 Penyuluhan dan Penyebarluasan Jumlah Laporan Pelaksanaan 0 0
1 Kebijakan Pajak Daerah Penyuluhan dan Penyebariuasan 60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 36 Laporan 60%
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Kebijakan Pajak Daerah UPTD
Wilayah V Rancaekek
Penyediaan Sarana dan
20 Prasarana Pengelolaan Pajak Jumlah Sarana dan Prasarana 45 Unit 9 Unit 9 Unit 9 Unit 100% 9 Unit 27 Unit 60%
1 D Pengelolaan Pajak Daerah
aerah
Jumlah Laporan Hasil Pendataan
2,0 Pendataan dan Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak - A - - 0 - - 0
y Objek Pajak Daerah Daerah, Subjek Pajak dan Wajib 40 Jenis Pajak 8 Jenis Pajak 8 Jenis Pajak 8 Jenis Pajak 100% 8 Jenis Pajak 24 Jenis Pajak 60%
Pajak Daerah
20 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Jumlah Laporan Hasil Pengolahan,
% Pelaporan Basis Data Pajak Pemeliharaan, dan Pelaporan 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 60%
Daerah Basis Data Pajak Daerah
Penilaian Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan ) . . . .
20 Perkotaan (PBBP2) serta Bea Jumiah Objek Pajak yang 10 | JenisPajak | 2 | JensPajak | 2 Jenis 2 Jenis 100% 2 | JenisPajak | 6 Jenis 60%
1 Disesuaikan NJOP nya Pajak Pajak Pajak
Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB)
2%0 Penetapan Wajib Pajak Daerah ‘élgglrzn Dokumen Ketetapan Pajak 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 60%
Zio ;zl;léa;]nan dan Konsultasi Pajak él;?;lf %::r:; an dan Konsultasi 70 Layanan 14 Layanan 14 Layanan 14 Layanan 100% 14 Layanan 42 Layanan 60%
- P Jumlah Data Pelaporan Pajak
Zio E:Faelglrir:] (éa;qa\ﬁegt;l;?;LData Daerah yang Telah Dilakukan 10 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 6 Dokumen 60%
P ! Penelitian dan Verifikasi
20 Jumlah Dokumen Hasil
i Penagihan Pajak Daerah Pelaksanaan Penagihan Pajak 50 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 100% 10 Dokumen 30 Dokumen 60%
Daerah
2,0 Penyelesaian Keberatan Pajak Jumiah Dokumen Hasil
i Dae?'lah J Penyelesaian Keberatan Pajak 10 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 6 Dokumen 60%
Daerah
A ! Jumlah Dokumen Hasil
Zio E:ggzcvi?;nbngg;k:;in dan Pemeriksaan serta Pengendalian 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 60%
9 I dan Pengawasan Pajak Daerah
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2,0

Pembinaan dan Pengawasan
Pengelolaan Retribusi Daerah

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan
dan Pengawasan Pengelolaan
Retribusi Daerah

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

100%

Dokumen

Dokumen

60%
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Pendapatan Daerah Tahun 2024 mempunyai 2 Program yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan
jumlah kegiatan sebanyak 6 kegiatan dengan tingkat capaian realisasi untuk
Nilai SAKIP Bapenda sebesar 62,03% dan untuk Persentase Aset dalam
Kondisi Baik sebesar 64,37% dengan rincian kegiatan yang terdiri dari :

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
memiliki 7 sub kegiatan dengan tingkat capaian realisasi sebesar 60%.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki 4 sub kegiatan
dengan tingkat capaian realisasi sebesar 60%.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah memiliki 2 sub
kegiatan dengan tingkat capaian realisasi sebesar 33%.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah memiliki 5 sub kegiatan
dengan tingkat capaian realisasi.sebesar 60%.

€. Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki 10 sub kegiatan dengan
tingkat capaian realisasi sebesar 60%.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memiliki 3 sub
kegiatan dengan tingkat capaian realisasi sebesar 60%.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah memiliki 5 sub kegiatan dengan tingkat capaian realisasi sebesar
60%.

2. Program Pendapatan Daerah dengan jumiah 1 kegiatan dengan tingkat capaian
untuk Indikator Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli
Daerah realisasi sebesar 60,86% dan- Nilai IKM realisasi capaian sebesar
61,55%, yang terdiri dari 14 Sub Kegiatan yaitu :

a. Perencanaan pengelolaan pajak daerah dengan tingkat capaian realisasi
sebesar 60%.

b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan
Pajak Daerah dengan tingkat capaian realisasi sebesar 60%.

c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah
I Soreang dengan tingkat capaian realisasi sebesar 60%.

d. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah
IT Dayeuhkolot dengan tingkat capaian realisasi sebesar 60%.

e. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah
III Ciparay dengan tingkat capaian realisasi sebesar 60%.

f. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah
IV Majalaya dengan tingkat capaian realisasi sebesar 60%.

g. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah
V Rancaekek dengan tingkat capaian realisasi sebesar 60%.

h. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah dengan

tingkat capaian realisasi sebesar 60%.

D —
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realisasi sebesar 60%.

j.  Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
dengan tingkat capaian realisasi sebesar 60%.

k. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan
tingkat capaian realisasi sebesar 60%.

I. Penetapan Wajib Pajak Daerah dengan tingkat capaian realisasi sebesar
60%.

m. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan tingkat capaian realisasi
sebesar 60%.

n. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah dengan tingkat
capaian realisasi sebesar 60%.

o. Penagihan Pajak Daerah dengan tingkat capaian realisasi sebesar 60%.

p. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah dengan tingkat capaian realisasi
sebesar 60%.

g. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah dengan
tingkat capaian realisasi sebesar 60%.

r. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan

tingkat capaian realisasi sebesar 60%.

Untuk mengetahui strategi yang perlurdilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Bandung untuk peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) maka
dilakukan analisis kemampuan. organisasi-dengan menggunakan teknik analisis
SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats), baik terhadap kondisi
organisasi institusi maupun terhadap program dan kegiatan yang dilakukan.

A. Kekuatan (Strength):

1. Memiliki legalitas organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan
Daerah Nomor : 15 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah menyebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang keuangan; (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung nomor 15 tahun 2018), dan diantaranya membentuk Badan
Pendapatan Daerah.

2. Memiliki alokasi anggaran belanja langsung berdasarkan DPA untuk tahun
2023 pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp77.985.946.227,00 dan
untuk tahun 2024 sebesar Rp87.069.234.473,00 (APBD) yang menjadi
tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah terdiri dari Belanja
Program/Kegiatan Rutin Perangkat Daerah sebesar Rp66.014.853.013,00
dan Belanja Program/Kegiatan Urusan sebesar Rp21.054.381.460,00
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Rp.100.314.955.700,00.

3. Badan Pendapatan Daerah memiliki struktur organisasi terdiri dari : 1 Kepala

Badan, 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang, 8 (Delapan)
Kasubbid, 1 (satu) Kasubag, 1 (satu) Perencana Ahli Muda, 5 (lima) Analis
Keuangan Pusat dan Daerah 5 (lima) Kepala UPTD dan 5 (lima) Kasubag
Tata Usaha UPTD dan total sebanyak 74 (tujuh puluh empat) Staf/JFU
dengan total karyawan Badan Pendapatan Daerah Desember Tahun 2023
adalah PNS sebanyak 105 orang. Sedangkan untuk Pegawai Harian Lepas
(PHL) sebanyak 93 orang dan 12 orang Tenaga Ahli.

4. Badan Pendapan Daerah latar belakang pendidikan SDM yang bervariasi,
terdiri dari 12 orang dengan jenjang pendidikan S2, 53 orang dengan jenjang
pendidikan S1, 8 orang dengan jenjang pendidikan D3, 31 orang dengan
jenjang pendidikan SMU/SMK dan 1 orang dengan jenjang pendidikan
SLTP/SMP;

5. Badan Pendapatan Daerah berkantor di Komplek Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Bandung;

6. Memiliki 9 unit mobil Mobil Layanan Pajak Daerah, Mobil Mini Bus Satgas
Penagihan (Hiace) 1 Unit, 1/ unit pick up, 4 unit Mobil (Grandmax) untuk
Penagihan oleh Satgas Penagihan sehingga jumlah kendaraan dinas
operasional Pajak Daerah sebanyak 15 unit;

7. Memiliki Kepala Dusun (Kadus) sebanyak 1.095 Orang, Kolektor Pajak
sebanyak 280 Orang dan 4.235 Orang Kader Pendapatan Daerah sebagai
Penyampaian SPPT Pajak Il (PBB dan BPHTB) di Desa dan Kecamatan;

8. Memiliki dokumen RENSTRA 2021 - 2026 dan Rencana Program Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman sinergitas program
pendanaan lima tahunan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung;

9. Memiliki beberpa aplikasi yang akan menunjang terhadap Optimalisasi
Pendapatan Daerah yaitu :
A. Asiknya BEDAS (Aplikasi Sistem Insentif dan Kehadiran Yang BErbasis

hasil Dan Kinerja non ASn)

SIP PAD (Sistem Aplikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah);

E-SPTPD (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah);

E-PBB

SIM BPHTB/Si BEDAS TANGGUH

Payment Channel

PAT Online

©@mMmOoow®

Kelemahan (Weaknessess):

1. Tidak optimalnya kinerja yang dilakukan karena terjadinya ketimpangan,

tumpang tindih, dan masih kurang jelasnya Tupoksi perbidang,
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kualifikasi teknis, karena para tenaga teknis yang berpengalaman sudah

mulai banyak yang memasuki usia pensiun dan tidak segera tergantikan,

3. Ruang kerja para karyawan relatif sempit tidak sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

4. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Pajak
Daerah;

5. Belum optimalnya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Pajak
Daerah;

6. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan

pendapatan daerah.

B. Peluang (Opportunities
1. Dengan luas wilayah 176.238,67 Ha, Kabupaten Bandung merupakan
Kabupaten dengan wilayah yang sangat luas di Jawa Barat. Hal ini
menyebabkan Kabupaten Bandung mempunyai potensi fleksibilitas

pengembangan wilayah yang berkaitan dengan pendapatan daerah,;

2. Letak Kabupaten Bandung berbatasan dengan ibukota Propinsi Jawa Barat.
Hal ini berarti jarak ke pusat perniagaan dan pusat pertumbuhan provinsi

cukup dekat.

C. Ancaman (Threats)

1. Terlambatnya rekruitmen tenaga akhli teknis/lapangan dapat berpotensi
pelaksanaan kegiatan.tidak~dapat diselesaikan dalam waktu yang telah

ditentukan;

2. Minimnya diklat teknis dapat memperparah kesenjangan alih pengetahuan

dan peningkatan kapasitas karyawan;

3. Sumber pendapatan yang merupakan faktor kunci dalam peningkatan

pembangunan di kabupaten Bandung;
4. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban;

6. Resiko Kebocoran dalam Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah.

1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung, sebagai Perangkat Daerah
merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan
Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi Urusan Penunjang

Keuangan.
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Bandung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang
Keuangan.

2. Meningkatnya Potensi Pajak Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung adalah salah satu Badan
yang melakukan pelayanan kepada Perangkat Daerah maupun langsung kepada
masyarakat yaitu memungut dan menerima pembayaran Pajak Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut bahwa BAPENDA mempunyai peran
strategis sebagai Perangkat Daerah (PD) juga sebagai Koordinator yang
melaksanakan penyusunan peraturan daerah tentang APBD, peraturan daerah
tentang perubahan APBD dan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

Hasil Analisa pelayanan Badan Pendapatan Daerah terdapat indikator

kegiatan dan Sub Kegiatan :

INDIKATOR KEGIATAN & SUB KEGIATAN TAHUN 2024 dan 2025 :

1. Prosentase Permenuhan Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan = Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

4. Jumlah Dokumen .Perubahan .RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

5. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD

6. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

7. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral
Daerah

10. Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa
Lingkup Perangkat Daerah

11. Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah

12. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

13. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
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Pemeriksaan

15. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

16. Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

17. Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

18. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik
Daerah pada SKPD

19. Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat
daerah

20. Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

21. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi; dan Penilaian Kinerja Pegawai

22. Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan

23. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan

24. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

25. Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah

26. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Disediakan

27.Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

28. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

29. Jumlah Paket Bahan Logistik..Kantor, yang Disediakan

30. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

31. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang
Disediakan

32. Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan

33. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

34. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

35. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

36. Prosentase Permenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

37. Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Disediakan

38. Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan

39. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

40. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

41. Prosentase Permenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

42. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
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yang Disediakan

44, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa  Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan

45. Prosentase Permenuhan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

46. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

47. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan Perizinannya

48. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

49. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

50. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

51. Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

52. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

53. Jumlah Target Pajak Daerah

54. Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak |

55. Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak

56. Jumlah Penerimaan Piutang Pajak Daerah

57. Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan..Pajak Daerah

58. Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak
Daerah dan Kebijakan.Pajak Daerah

59. Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan
Pajak Daerah UPTD Wilayah | Soreang

60. Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan
Pajak Daerah UPTD Wilayah Il Dayeuhkolot

61. Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan
Pajak Daerah UPTD Wilayah Il Ciparay

62. Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan
Pajak Daerah UPTD Wilayah IV Majalaya

63. Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan
Pajak Daerah UPTD Wilayah V Rancaekek

64. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

65. Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek
Pajak dan Waijib Pajak Daerah

66. Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data
Pajak Daerah

67. Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya

68. Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
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70. Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan

Verifikasi

71. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah

72. Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

73. Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan
Pajak Daerah

74. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi

Daerah

Keberhasilan yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 ditentukan dari hasil Analisis
Kinerja Pelayanan pada BAPENDA yang merupakan pelaksanaan program dan
kegiatan dapat dilihat pada tabel 11.2 (T-C.30) berikut ini :

Pada tabel T-C.30 dapat digambarkan bahwa Proyeksi Capaian Kinerja Badan
Pendapatan Daerah untuk Tahun 2025 mengalami peningkatan dari Tahun 2024,

yaitu indikator Nilai SAKIP BAPENDA dan Peresentase Kontribusi Pajak Daerah

Terhadap Pendapatan Asli Daerah: Sementara itu Proyeksi Capaian Kinerja untuk
indikator Persentase Aset dalam Kondisi Baik dan Nilai IKM mengalami peningkatan
dari Tahun 2022 s/d Tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja dan target proyeksi
Badan Pendapatan Daerah Tahun' 2025 diukur dari hasil Pencapaian Kinerja

Pelayanan Badan Pendapatan Daerah tahun 2021 s.d 2022 sesuai tabel 1.2

(T-C.30) sebagai bahan mengukur kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah.




Kabupaten Bandung

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nilai SAKIP BAPENDA Poin | 8166 | 81,76 | 81,86 [ 81,96 83,40 81,86 | 81,96
2 | porsentase Asetdalam Kondis Ee([,/sj 86,00 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | 94,00 88,00 | 89,00
3 | Nilai IKM Poin | 83,00 | 8350 | 84,00 [ 84,50 89,49 84,00 | 84,50
Kontribusi Pajak Daerah Perse IKU
4 | Terhadap Pendapatan Asli n (%) 50,27 50,87 51,43 51,94 49,43 51,43 51,94 | Bapend
Daerah a
Persentase Pemuktahiran Perse
5 Potensi Pajak Daerah n (%) 2,20 2,30 2,40 2,50 2,44 2,40 2,50
Pendapatan
Total Pendapatan Pemerintah Pemerintah Perse
6 | sebagai Proporsi terhadap PDB | Daerah Sebagai n (%) 0,84 0,85 0,86 0,87 0,84 0,86 0,87 SDG's
menurut sumbernya Proporsi
Terhapdap PDB
Pendapatan
Pajak
Rasio Penerimaan Pajak Daerah | Pemerintah Perse '
7 terhadap PDB Daerah Sebagai n (%) 0,41 0,42 0,43 0,44 0,41 0,43 0,44 SDG's
Proporsi
Terhapdap PDB
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Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Pendapatan Daerah menghadapi

beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi

SKPD yaitu sebagai berikut :

1. Terbatasnya kualitas Sumber Daya Aparatur sesuai standar kebutuhan unit
kerja dan belum optimalnya penempatan Sumber Daya Aparatur pada
masing-masing unit kerja BAPENDA yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan
dan kompetensi;

2. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi elektronik pelayanan secara
Online;

Belum optimalnya kualitas pelayanan pajak daerah;
Kesadaran masyarakat masih rendah dalam pemenuhan kewajiban sebagai
wajib pajak;

5. Belum optimalnya sistem pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan
pajak daerah;

6. Belum optimalnya penyelesaian piutang pemerintah daerah.

Selanjutnya selain isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugasnya Badan

Pendapatan Daerah menghadapi hambatan-hambatan yang cukup berarti yaitu :

1. Terbatasnya jumlah tenaga yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk
pendataan sumber pendapatan pajak daerah;
Belum optimalnya kesadaran Waijib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya;
Belum optimalnya penerapan sanksi bagi WP maupun bagi karyawan yang
melanggar peraturan perundang-undangan;
Belum optimalnya pendataan potensi objek pajak daerah;

5. Terbatasnya SDM yang memenuhi kualifikasi ahli dalam mengelola BPHTB dan
PBB-P2;

6. Terbatasnya lembaga yang menyelenggarakan Diklat/Bimtek PBB.

Dalam meningkatkan pelayanan, Badan Pendapatan Daerah menghadapi
berbagai tantangan antara lain :

1. Belum optimalnya kualitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan unit kerja dan
belum optimalnya penempatan SDM pada masing-masing Unit kerja BAPENDA
sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi;

2. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana, baik dari segi kuantitas
maupun kualitas;

3. Belum optimalnya kualitas pelayanan pajak daerah dan pelayanan administrasi
perbendaharaan;

Belum optimalnya perencanaan, pengendalian, operasional pajak daerah;

Belum optimalnya sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan daerah;
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P2, Juru Sita Pajak);

7. Belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan

daerah;

8. Belum optimalnya penerimaan pajak daerah.

Faktor peluang yang perlu dimanfaatkan dalam meningkatkan pelayanan SKPD
adalah sebagai berikut :
1. Adanya potensi pendapatan yang cukup besar di Kabupaten Bandung;
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan, pelaporan dan informasi
keuangan daerah;
Adanya reformasi birokrasi disegala bidang, termasuk pengelolaan keuangan;
Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Adanya perkembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten
Bandung.
Berdasarkan analisis dari tantangan dan peluang dalam pelayanan SKPD, maka
ditindaklanjuti dengan perumusan program dan kegiatan untuk tahun 2025 yang

direncanakan yaitu :

1. Peningkatan kualitas SDM dengan. mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
dan non formal yang ada di Lingkungan Pemda Kabupaten Bandung maupun di
luar Pemda Kabupaten Bandung;

2. Peningkatan sarana dan prasarana baik dari segi kuantitas dan kualitas bagi
pegawai BAPENDA;

3. Peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah kepada waijib pajak dan pelayanan
administrasi pelayanan perbendaharaan;

4. Peningkatan pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan operasional pajak
daerah dengan memanfaatkan potensi pendapatan antara lain dari sektor pajak
yang cukup besar di Kabupaten Bandung;

5. Pengangkatan pegawai dari BAPENDA untuk memegang Jabatan Fungsional
Pengelola Keuangan (Akuntan, Penilai PBB P2 dan Juru Sita) dengan SK
Bupati;

6. Pengoptimalisasian pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah;

7. Pengoptimalisasian penerimaan pajak daerah.

.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD
Pada sub bagian ini RKPD dibandingkan dengan RKPD hasil analisis
kebutuhan perangkat daerah. Hal ini harus dilaksanakan karena terdapat perbedaan

pada angka Pagu indikatif/dana kebutuhan yang terjadi karena ada beberapa
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RKPD Tahun 2025 sebesar Rp. 69.913.373.624,00 sementara hasil analisis yang
dibutuhkan Pada Rencana Kerja sebesar Rp. 100.314.955.700,00, namun ada

beberapa anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belanja untuk

Penyesuaian Anggaran belanja SKPD Tahun 2025. Review terhadap Rancangan

Akhir RKPD dengan dana yang sesuai kebutuhan dengan rincian sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
membutuhkan pagu sebesar Rp. 996.035.000,00.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah membutuhkan pagu sebesar
Rp. 60.610.941.404,00.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah membutuhkan pagu
sebesar Rp.153.000.000,00.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah membutuhkan pagu sebesar
Rp. 1.070.000.000,00.

5. Administrasi Umum Perangkat - ‘Daerah membutuhkan pagu sebesar
Rp. 2.714.550.000,00.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
membutuhkan pagu sebesar Rp.2.272.710.000,00.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah membutuhkan pagu
sebesar Rp. 8.413.803.000,00.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
membutuhkan pagu-sebesar Rp-2.317.000.000,00.

9. Administrasi Keuangan dan" Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah membutuhkan pagu sebesar Rp. 1.092.634.683,00.

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah membutuhkan pagu sebesar
Rp. 20.674.281.613,00.

Untuk lebih jelasnya Review terhadap Rancangan Awal RKPD dengan dana

yang sesuai kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 11.3 (T-C.31) berikut ini :




Badan Pendapatan Daerah

Tabel TC.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Bandung

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
PROGRAM PENUNJANG PROGRAM PENUNJANG
URUSAN - Nilai SAKIP - 84,5 poin URUSAN - Nilai SAKIP - 81,86 poin
PEMERINTAHAN DAERAH | KaP-Bandung | scet dalam Kondisi Baik -0 | 790037824 | pEmERINTAHAN DAERAH | “2PBaNUNG | . Aset dalam Kondisi Baik - 88,00 79.640.674.087,00
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA
Prosentase Permenuhan Prosentase Permenuhan
Perencanaan, Perencanaan,
Penganggaran, dan Kb Band gelayanan Perer;canaan, -~ Penganggaran, dan Kb Band Eelayanan Perer:jcanaan, -~ 696.035.000.00
Evaluasi Kinerja Perangkat | ' 20--andung | renganggaran, can ° 670.000.000,00 | Evaluasi Kinerja Perangkat | '~o--ancung | renganggaran, can ° 09005
Evaluasi Kinerja Perangkat Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah Daerah
Daerah Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah  Dokumen Penyusunan Dokumen Jumlah  Dokumen
Perencanaan Perangkat Kab.Bandung | Perencanaan Perangkat 4 Dokumen Perencanaan Perangkat Kab.Bandung | Perencanaan Perangkat 4 Dokumen 600.000.000,00
400.000.000
Daerah Daerah Daerah Daerah
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Kab.Bandun E::” ?(};Eziﬂ::i Laporan 1 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Kab.Bandun dan Laporan Hasil Koordinasi 1 Dokumen 20.000.000.00
Dokumen RKA-SKPD sandung 20.000.000 | Dokumen RKA-SKPD 28NN9 1 penyusunan Dokumen PO
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan Jumlah Dokumen Perubahan
Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Dokumen Perubahan Kab.Bandung | Hasil Koordinasi 1 Dokumen 20.000.000 Dokumen Perubahan Kab.Bandung | Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 20.000.000,00
RKA-SKPD Penyusunan Dokumen R RKA-SKPD Dokumen Perubahan
Perubahan RKA-SKPD RKA-SKPD
Jumiah Dokumen Jumlah Dokumen DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Kab.Bandun a:gl-?(i;zziiir;imporan 1 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Kab.Bandun dan Laporan Hasil Koordinasi 1 Dokumen 20.000.000.00
DPA SKPD ' g 20.000.000 | DPA SKPD ' 9 | Penyusunan Dokumen PO

Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD

DPA-SKPD




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Dokumen Perubahan Jumlah Dokumen Perubahan
7 | Koordinasidan Penyusunan | ., poning Heci Roordmas 1 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan |y, Bangung Egﬁrﬁfi?fiﬁytiﬁﬁéin "L doumen 20.000.000,00
Perubahan DPA-SKPD ' 20.000.000 | Perubahan DPA-SKPD ' AR
Penyusunan Dokumen Dokumen Perubahan
Perubahan DPA-SKPD DPA-SKPD
Jumlah Laporan Capaian Jumlah Laporan Capaian
Koordinasi dan Penvusunan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Koordinasi dan Penvusunan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Laoran Capaian Ki)r/1 eria Kinerja SKPD dan Laporan Laoran Capaian Ki)rll eria dan Kinerja SKPD dan Laporan
8 poran %.apaian finefia Kab.Bandung | Hasil Koordinasi 12 Bulan P paian finer) Kab.Bandung | Hasil Koordinasi Penyusunan 12 Laporan 212.000.000,00
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja P L 170.000.000,00 | Ikhtisar Realisasi Kinerja L Capaian Kineria d
SKPD enyusunan Laporan SKPD aporan Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Ikhtisar Realisasi Kinerja
Realisasi Kinerja SKPD SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi
9 Daerah Kab Bandung Kinerja Perangkat Daerah 1 Dokumen 20.000.000" | Daerah Kab Bandung Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 20.000.000,00
Penyelenggaraan Walidata :’i?lirl]e?m(;:;z: I\;I\lelilliata Penyelenggaraan Walidata ‘;,léwlaeTeaOk:g:?] I\;I\/aasl’iliiata
10 Pendukung Statistik Sektoral Kab.Bandung P g K ggs istik Sektoral 1 Dokumen Pendukung Statistik Sektoral Kab.Bandung P é’ K ggs istik Sektoral 1 Dokumen 34.035.000,00
Daerah endukung Statistik Sektora Daerah endukung Statistik Sektoral
Daerah Daerah
Pelaksanaan Pengumpulan Jumlah Data Statistik Jumlah Data Statistik Sektoral
11 | Data Statistik Sektoral KabBandung | Seilordl Daerahyang Telah | 4y py, oaksanaan Pendumpulen | KabBandung | Docrenveng telen 44 Data 50.000.000,00
Daerah ikumpulkan dan Diperiksa ata Statistik Sektoral Daera ikumpulkan dan Diperiksa
Lingkup Perangkat Daerah Lingkup Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan g;?:e:;zieAZ(i;m:t?::? Administrasi Keuangan Prosentase Permenuhan
12 | Perangkat Kab.Bandung y 100% 49.217.204.624,0 | Perangkat Kab.Bandung | Pelayanan Administrasi 100%
Daerah Keuangan perangkat 0 | Daerah Keuangan perangkat daerah 60.610.941.404,00
daerah gan perang
. " Jumlah Orang yang . . Jumlah Orang vyang
13 ?ﬁ;ﬁi"'gﬂg;" dan KabBandung | Menerima Gaji dan 1050mang | 49.142.204.624,0 .';jggf]d'gﬁr}\g;“ dan KabBandung | Menerima Gaji dan ot | 60.495.941.400.00
jang Tunjangan ASN 0 jang Tunjangan ASN 9 T
JAlIJ(rr?ilra':']alﬂ?ﬁ]orSa}r(]Ft(g léaar:]gan Jumlah Laporan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Koordinasi dan Penyusunan Akhir Tahun SKPD dan
14 | Laporan Keuangan Akhir Kab.Bandung Pe‘r)1yusunan Laporan 1 Dokumen 35.000.000.00 Laporan Keuangan Akhir Kab.Bandung | Laporan Hasil Koordinasi 1 Laporan 55.000.000,00

Tahun SKPD

Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Tahun SKPD

Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengelolaan dan Penyiapan Jumiah Dokumen Bahan Pengelolaan dan Penyiapan Jumlah Dokumen Bahan
15 Bahan Tanggapan Kab.Bandung Tanggapan Pemeriksaan 1 Dokumen Bahan Tanggapan Kab.Bandung | Tanggapan Pemeriksaan dan 1 Dokumen 5.000.000,00
. ' dan Tindak Lanjut 5.000.000,00 . ' ) . . R
Pemeriksaan : Pemeriksaan Tindak Lanjut Pemeriksaan
Pemeriksaan
Jumlah Lappran Keuangan Jumlah Lappran Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan gulana?/ Trlvau}L?DnS le Koordinasi dan Penyusunan Sulana?/ THWSUIL?DnS r(]i/
Laporan Keuangan Lemes e[(an dinasi an Laporan Keuangan Lemes e[(an dinasi an
16 Bulanan/Triwulanan/Semest Kab.Bandung aporan roordinasi 3 Dokumen Bulanan/Triwulanan/Semester | Kab.Bandung aporan roordinasi 18 Laporan 55.000.000,00
eran Penyusunan Laporan 35.000.000,00 an Penyusunan Laporan
Keuangan Keuangan
SKFD Bulanan/Triwulanan/Semest SKe Bulanan/Triwulanan/Semester
eran SKPD an SKPD
Administrasi Barang Milik EL?:?:Z?AZ?:?:\?:;:::? Administrasi Barang Milik E;?:e:rt;ze;z:?:‘?:::::in
17 | Daerah pada Kab.Bandung yanan | 100% Daerah pada Kab.Bandung yanan | 100% 153.000.000,00
Barang Milik Daerah pada 53.000.000,00 Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan Penyusunan Perencanaan
18 Kebutuhan Barang Milik Kab.Bandung .IJ3um|ah sﬁlcgna Kﬁbg}téjggn 1 Dokumen 50.000.000.00 Kebutuhan Barang Milik Kab.Bandung JBumIah m.rlm(cgna Kﬁbsu}tgggn 1 Dokumen 90.000.000,00
Daerah SKPD arang Milik Daera .000.000, Daerah SKPD arang Milik Daera
. Jumlah Laporan Hasil . Jumlah Laporan Hasil
Pembinaan, Pengawasan, Pembinaan, Pengawasan Pembinaan, Pengawasan, Pembinaan, Pengawasan, dan
19 dan Pengendalian Barang Kab.Bandung dan P ' dali g B ' 1 Laporan 3:000.000.00 dan Pengendalian Barang Kab.Bandung P d I" B 9 M'I'i( 1 Laporan 63.000.000,00
Milik Daerah pada SKPD an rengendalian Barang SO0 IY0 1 Milik Daerah pada SKPD engendatan Barang Wil
Milik Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian i;?:;:;ii:':i‘;ﬁ?:;g:{' Administrasi Kepegawaian E;?:;:;ZzeAZi;?:l?:ﬁ::in
20 | Perangkat Kab.Bandung . 100% Perangkat Kab.Bandung . 100% 1.070.000.000,00
Kepegawaian perangkat 264.000.000,00 Kepegawaian perangkat
Daerah daerah Daerah daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Pengadaan Pakaian Dinas Jumiah Paket Pakaian Dinas
21 Beserta Atribut Kab.Bandung | Dinas beserta Atribut 2 Paket 166.000.000.00 Beserta Atribut Kab.Bandung beserta Atribut Kelenakanan 2 Paket 265.000.000,00
Kelengkapannya Kelengkapan oo Kelengkapannya grap
Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah Dokumen Monitoring, Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah Dokumen Monitoring,
22 Penilaian Kinerja Pegawai Kab.Bandung Evaluasi, dan 1 Dokumen 3.000.000,00 | Penilaian Kinerja Pegawai Kab.Bandung | Evaluasi, dan 1 Dokumen 53.000.000,00

Penilaian Kinerja Pegawai

Penilaian Kinerja Pegawai




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pemulangan Pegawai yang Jumlah Pegawai Pensiun Pemulangan Pegawai yang Jumlah Pegawai Pensiun yang
23 Pensiun Kab Bandung yang Dipulangkan 1 Orang 15.000.000,00 | Pensiun Kab Bandung Dipulangkan 1 Orang 50.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan ‘éﬂzza':lfgﬁ"{ﬁ;as dan Pendidikan dan Pelatihan %‘Jg;ih dﬁﬂfﬁ;‘ﬁ%‘:}"";arka”
24 (F;:rg]]aqu?]l Eierdasarkan Tugas | Kab.Bandung Fungsi yang Mengikui 180 Orang 50.000.000,00 dPaer??:wuﬁl Eierdasarkan Tugas Kab.Bandung Mengikuti Pendidikan dan 180 Orang 150.000.000,00
9 Pendidikan dan Pelatihan 9 Pelatihan
Jumlah Orang yang _—
. L Y . ! Jumlah Orang yang Mengikuti
g5 | Sosialisasi Peraturan Kab.Bandung | Mengikuti Sosialisasi 180 Orang Sosialisasi fgguran Kab.Bandung | Sosialisasi Peraturan 180 Orang 552.000.000,00
Perundang-Undangan Peraturan 30.000.000,00 | Perundang-Undangan Perundana-Und
Perundang-Undangan erundang-ndangan
Administrasi Umum Prosentase Permenuhan Administrasi Umum Prosentase Permenuhan
26 | Perangkat Kab.Bandung | Pelayanan Administrasi 100% 1.331.800.000.00 Perangkat Kab.Bandung | Pelayanan Administrasi 100% 2.714.550.000,00
Daerah Umum Perangkat Daerah e Daerah Umum Perangkat Daerah
. Jumlah Paket Komponen . Jumlah Paket Komponen
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pen%rangan [l 12on Komponen Instalasi Listrik/Pen%rangan
27 Instalasi Listrik/Penerangan Kab.Bandung 1 Paket Instalasi Listrik/Penerangan Kab.Bandung 1 Paket 215.000.000,00
Bangunan Kantor yang 100.000.000,00 Bangunan Kantor yang
Bangunan Kantor I Bangunan Kantor 2
Disediakan Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Jumiah Paket Peralatan Penyediaan Peralatan dan Jumiah Paket Peralatan
28 y Kab.Bandung | dan Perlengkapan Kantor 5 Paket y Kab.Bandung | dan Perlengkapan Kantor 5 Paket 557.000.000,00
Perlengkapan Kantor o 275.000.000,00 | Perlengkapan‘Kantor o
yang Disediakan yang Disediakan
Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan
29 R y Kab.Bandung | Rumah Tangga yang 3 Paket y Kab.Bandung | Rumah Tangga yang 3 Paket 406.800.000,00
umah Tangga oo 256.800.000,00 | Tangga o
Disediakan Disediakan
. - Jumlah Paket Bahan . - Jumlah Paket Bahan
30 Ezmloerdlaan Bahan Logistik Kab.Bandung | Logistik Kantor yang 1 Paket 200.000.000.00 Egﬂ{;dlaan Bahan Logistik Kab.Bandung | Logistik Kantor yang 1 Paket 710.000.000,00
Disediakan S Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan Jumiah Paket Barang Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Paket Barang Cetakan
31 y g Kab.Bandung | Cetakan dan Penggandaan 1 Paket y g Kab.Bandung | dan Penggandaan yang 1 Paket 190.000.000,00
dan Penggandaan o 100.000.000,00 | dan Penggandaan o
vang Disediakan Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan JBZT;Z: 2:?;; e;;tl?raaf:]an Penyediaan Bahan Bacaan él;r::::] 32?& eign?;f;an
32 dan Peraturan Kab.Bandung Perundang-Undangan yang 4 Dokumen 30.000.000,00 dan Peraturan Kab.Bandung Perundang-Undangan yang 4 Dokumen 40.000.000,00

Perundang-undangan

Disediakan

Perundang-undangan

Disediakan




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Paket .
: . . . . Jumlah Paket Bahan/Material
33 Penyediaan Bahan/Material Kab.Bandung gil%?;l\lf:rt}enal yang 1 Paket 10.000.000,00 Penyediaan Bahan/Material Kab.Bandung yang Disediakan 1 Paket 235.750.000,00
34 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab.Bandung Jumlah Laporan Fasilitasi 12 Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab.Bandung Jumlah Laporan Fasilitasi 12 Laporan 50.000.000,00
' Kunjungan Tamu 50.000.000,00 ' Kunjungan Tamu R
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
3 | Koo konaasi | Kab Bandung | envelenggaraan Rapat 12 Laporan i o . Kab.Bandung | " envelenggaraan Rapat 12 Laporan 300.000.000,00
' Koordinasi dan Konsultasi 300.000.000,00 ' Koordinasi dan Konsultasi AR
SKPD SKPD
SKPD SKPD
. Jumlah Dokumen e Jumlah Dokumen
36 [P)ﬁwr;arﬁgsaaf;ag?;%p Kab.Bandung | Penatausahaan Arsip 1 Dokumen 10.000.000.00 P:gaatgt}gag g Arsip Dinarmis Kab.Bandung | Penatausahaan Arsip Dinamis 1 Dokumen 10.000.000,00
P Dinamis pada SKPD aiattttel pada SKPD
- Prosentase Permenuhan - Prosentase Permenuhan
Pengadaan Ba.rang Milik Pengadaan Barang Milik o Pengagaan Ba.rang plilik Pengadaan Barang Milik o
37 | Daerah Penunjang Urusan | Kab.Bandung . 100% Daerah Penunjang Urusan Kab.Bandung . 20% 2.272.710.000,00
Pemerintah Daerah Daerah Penunjang Urusan 210.020.000,00 Pemerintah Daerah Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Jumlah Unit Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan
Pengadaan Kgndaraan Perorangan Dinas atau . Regiaadaan Kgndaraan Perorangan Dinas atau .
38 Perorangan Dinas atau Kab.Bandung . 1 Unit Perorangan Dinas atau Kab.Bandung . 1 Unit 10.000,00
. Kendaraan Dinas Jabatan 10.000,00 . Kendaraan Dinas Jabatan
Kendaraan Dinas Jabatan o Kendaraan Dinas Jabatan o
yang Disediakan yang Disediakan
Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan . Jumlah Unit Kendaraan Dinas
39 Dinas Operasional atau Kab.Bandung | Dinas Operasional atau 1 Unit Pengaqaan Kengaraap Daas Kab.Bandung | Operasional atau Lapangan 1 Unit 362.700.000,00
10.000,00 | .Operasional-atau Lapangan L
Lapangan Lapangan yang Disediakan L yang Disediakan
Jumlah Paket Mebel yang Jumlah Paket Mebel yang
40 Pengadaan Mebel Kab.Bandung Disediakan 1 Paket 10.000:000,00 Pengadaan Mebel Kab.Bandung Disediakan 1 Paket 110.000.000,00
Jumlah Unit Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan
Pengadaan Peralatan dan o . Pengadaan Peralatan dan S .
41 Mesin Lainnya Kab.Bandung lé)/l_esm. Lainnya yang 1 Unit 200.000.000,00 | Mesin Lainnya Kab.Bandung M_esm‘ Lainnya yang 1 Unit 1.800.000.000,00
isediakan Disediakan
Penyediaan Jasa Prosentase Permenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Prosentase Permenuhan
42 | Penunjang Urusan Kab.Bandung | Jasa Penunjang Urusan 100% 4.796.933.000.00 Urusan Kab.Bandung | Jasa Penunjang Urusan 100% 8.413.803.000,00

Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan
43 Menyurat Kab Bandung Jasa Surat Menyurat 12 Bulan 30.000.000,00 | Menyurat KabBandung Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 46.870.000,00
. Jumiah . Laporan Jumlah Laporan Penyediaan
Penyed.|aar.1 Jasa Penyed_laar) Jasa Penyediaan Jasa Komunikasi Jasa Komunikasi, Sumber
44 | Komunikasi, Sumber Daya Kab.Bandung | Komunikasi, Sumber Daya 12 bulan . . ... | Kab.Bandung : o 12 Laporan 670.000.000,00
) o ) - 670.000.000,00 | Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang
Air dan Listrik Air dan Listrik yang o
o Disediakan
Disediakan
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Pelayanan Penyediaan Jasa
45 Umum Kantor Kab Bandung Pelayanan Umum Kantor 12 bulan 4.096.933.000,00 | Umum Kantor Kab.Bandung Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 7.696.933.000,00
yang Disediakan Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Prosentase Permenuhan Pemeliharaan Barang Milik Prosentase Permenuhan
46 | Daerah Penunjang Urusan | Kab.Bandung | Pelayanan Pemeliharaan 100% Daerah Penunjang Urusan Kab.Bandung | Pelayanan Pemeliharaan 100%
Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah 1.418.000.000,00 Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah 2.317.000.000,00
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau
47 Kendaraan ' Kab.Bandung Kendargaq Dinas Jabatan 1 Unit 26.000.000,00 Kendaraan _ Kab.Bandung Kendargaq Dinas Jabatan 1 Unit 26.000.000,00
Perorangan Dinas atau yang Dipelihara dan Perorangan Dinas atau yang Dipelihara dan
Kendaraan dibayarkan Pajaknya Kendaraan dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan Dinas Jabatan
Penyegﬂaan Jasg Jumlah Kendaraan Dinas Penye.dlaan Jasq Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Biaya . Pemeliharaan, Biaya .
. . Operasional atau Lapangan . . Operasional atau Lapangan
48 Pemeliharaan, Pajak, dan Kab.Bandung | yang Dipelihara dan 126 Unit PiTPiRgapa Peigk.dan Kab.Bandung | yang Dipelihara dan 126 Unit
Perizinan Kendaraan Dinas ' ; . 244.000.000,00 |- Perizinan Kendaraan Dinas ' . . 248.000.000,00
. dibayarkan Pajak dan . dibayarkan Pajak dan
Operasional atau Perizi Operasional atau -
erizinannya Perizinannya
Lapangan Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin . Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin .
49 Mesin Lainnya Kab Bandung Lainnya yang Dipelihara 66 Unit 300.000.000,00 | Mesin Lainnya Kab.Bandung Lainnya yang Dipelihara 66 Unit 520.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan
50 | Gedung Kantor dan Kab.Bandung | Bangunan Lainnya yang 1 Unit 200.000.000,00 Gedung Kantor dan Kab.Bandung | Bangunan Lainnya yang 1 Unit 555.000.000,00

Bangunan Lainnya

Dipelihara/Direhabilitasi

Bangunan Lainnya

Dipelihara/Direhabilitasi




dan wakil Kepala Daerah

Tunjangan Kepala Daerah

-Persentase Kontribusi

wakil Kepala Daerah

Daerah dan Wakil Kepala

-Persentase Kontribusi

1.092.634.683,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan
51 Sarana dan Prasarana Kab.Bandun Prasarana Gedung Kantor 1 Unit Sarana dan Prasarana Kab.Bandun Prasarana Gedung Kantor 1 Unit
Gedung Kantor atau ' 9 | atau Bangunan Lainnya 648.000.000,00 | Gedung Kantor atau ' 9 | atau Bangunan Lainnya yang 968.000.000,00
Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Administrasi Keuanaan Prosentase Permenuhan Prosentase Permenuhan
dan Operasional Kegala Pelayanan Administrasi Administrasi Keuangan dan Pelayanan Administrasi
52 - Kab.Bandung | Keuangan dan Operasional 100% Operasional Kepala Daerah | Kab.Bandung | Keuangan dan Operasional 100%
Daerah dan Wakil Kepala Kepala Daerah dan Wakil dan Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah dan Wakil 1.092.634.683,00
Daerah
Kepala Daerah Kepala Daerah
Penyediaan Gaji dan m?]fr?mir?a%i?anng Penyediaan Gaiji dan Je‘uar}?lggnoﬁ:%zsgg }I\(/I::;zma
53 | Tunjangan kepala daerah Kab.Bandung 2 Orang Tunjangan kepala daerah dan | Kab.Bandung 2 Orang

dan Wakil Keiala Daerah Daerah

Pajak Daerah.

Daerah dan Kebijakan Pajak
Daerah

Daerah.

dan Kebijakan Pajak Daerah

PROGRAM - .
Pajak Daerah terhadap 50,35% PROGRAM PENGELOLAAN Pajak Daerah terhadap 51,43%
55 | PENGELOLAAN Kab.Bandung | pojapatan Asli Daerah 84% 11.952.416.000.0 | pENDAPATAN DAERAH Kab.Bandung | ponapatan Asli Daerah 84% 20.674.281.613,00
PENDAPATAN DAERAH L 0 s
-Nilai IKM -Nilai IKM
Jumlah Target Pajak Daerah 74063556300'
Jumlah penerimaan Pajak y
. . ) - 295.855.700.
Kegiatan Pengelolaan Prosentase Taraet Paiak Kegiatan.Pengelolaan Daerah Bidang Pajak | 000.00
56 | pendapatan Kab.Bandung g I 100% 11.952.416.000,0 | .pendapatan Kab.Bandung | Jumlah penerimaan Pajak y
Daerah ) - 328.091.200. 20.674.281.613,00
Daerah 0 I Daerah Daerah Bidang Pajak II 000.00
Jl:;\ll(azaiigﬁnmaan piutang 26.320.000.0
Paj 00,00
Perencanaan pengelolaan Jumlah Dokumen Rencana Perencanaan pengelolaan Jumlah Dokumen Rencana
57 pajak daerah Kab Bandung Pengelolaan Pajak Daerah 2 Dokumen 520.000.000,00 | pajak daerah Kab Bandung Pengelolaan Pajak Daerah 4 Dokumen 1.760.000.000,00
Analisa dan Pengembangan Juml'ah ngumen Hasil Analisa dan Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil
Analis Pajak Daerah serta
58 Pajak Daerah, serta Kab.Bandun Pengembangan Pajak 3 Aplikasi Pajak Daerah, serta Kab.Bandun Analis Pajak Daerah serta 3 Dokumen
Penyusunan Kebijakan : g gembangan "a| P 600.000.000,00 | Penyusunan Kebijakan Pajak : 9 | Pengembangan Pajak Daerah 1.385.010.613,00




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyuluhan dan Pelaksanaan Penyuluhan Penyuluhan dan Pelaksanaan Penyuluhan
59 Penyebarluasan Kebijakan Kab.Bandung | dan Penyebarluasan 12 bulan Penyebarluasan Kebijakan Kab.Bandung | dan Penyebarluasan 12 Laporan
Pajak Daerah Kebijakan Pajak Daerah 105.594.200,00 Pajak Daerah Kebijakan Pajak Daerah 305.594.200,00
UPTD Wilayah | Soreang UPTD Wilayah | Soreang
Jumlah Laporan
Jumlah Laporan
Pelaksanaan Penyuluhan
Penyuluhan dan dan Penyebarluasan Penyuluhan dan Pelaksanaan Penyuluhan
60 Pepyebarluasan Kebijakan Kab.Bandung Kebijakan Pajak Daerah 12 bulan 105.594.200,00 Pe_nyebarluasan Kebijakan Kab.Bandung dan‘Eenyeba.rIuasan 12 Laporan 305.504.200,00
Pajak Daerah . Pajak Daerah Kebijakan Pajak Daerah
UPTD Wilayah Il )
UPTD Wilayah Il Dayeuhkolot
Dayeuhkolot
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyuluhan dan Pelaksanaan Penyuluhan Penyuluhan dan Pelaksanaan Penyuluhan
61 Penyebarluasan Kebijakan Kab.Bandung | dan Penyebarluasan 12 bulan Penyebarluasan Kebijakan Kab.Bandung | dan Penyebarluasan 12 Laporan
Pajak Daerah Kebijakan Pajak Daerah 105.594.200,00 Pajak Daerah Kebijakan Pajak Daerah 305.594.200,00
UPTD Wilayah Ill Ciparay UPTD Wilayah Ill Ciparay
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyuluhan dan Pelaksanaan Penyuluhan Penyuluhan dan Pelaksanaan Penyuluhan
62 Penyebarluasan Kebijakan Kab.Bandung | dan Penyebarluasan 12 bulan Penyebarluasan Kebijakan Kab.Bandung | dan Penyebarluasan 12 Laporan
Pajak Daerah Kebijakan Pajak Daerah 105.594.200,00 Pajak Daerah Kebijakan Pajak Daerah 305.594.200,00
UPTD Wilayah IV Majalaya UPTD Wilayah IV Majalaya
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyuluhan dan Pelaksanaan Penyuluhan Penyuluhan dan Pelaksanaan Penyuluhan
63 Penyebarluasan Kebijakan Kab.Bandung | dan Penyebarluasan 12 bulan Penyebarluasan Kebijakan Kab.Bandung | dan Penyebarluasan 12 Laporan
Pajak Daerah Kebijakan Pajak Daerah 106:694.200.00 Pajak Daerah Kebijakan Pajak Daerah 305.594.200,00
UPTD Wilayah V Rancaekek UPTD Wilayah V Rancaekek
Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana
64 Prgsarana Pengelolaan Kab.Bandung Prgsarana Pengelolaan 9 unit 100.000.000,00 Prasarana Pengelolaan Pajak | Kab.Bandung Pengelolaan Pajak Daerah 9 Unit 100.000.000,00
Pajak Daerah Pajak Daerah Daerah
Jumlah Laporan Hasil .
Pendataan dan Pendaftaran Jumlah Laporan Hasil
65 Pendataan dan Pendaftaran Kab.Bandun Obiek Paiak Daerah. Subick | 8 Jenis Paiak Pendataan dan Pendaftaran Kab.Bandun Pendataan dan Pendaftaran 8 Laporan
Objek Pajak Daerah ' g ) I » SUD] I 1.134.035.000,00 | Objek Pajak Daerah ' g Objek Pajak Daerah, Subjek P 2.250.000.000,00

Pajak dan Waijib Pajak
Daerah

Pajak dan Wajib Pajak Daerah




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengolahan, Pemeliharaan, Jumiah Laporan Hagll Pengolahan, Pemeliharaan, Jumiah Laporan Ha:sn
66 dan Pelaporan Basis Data Kab.Bandung Pengolahan, Pemeliharaan, 1 Dokumen dan Pelaporan Basis Data Kab.Bandung Pengolahan, Pemeliharaan, 1 Laporan
. ' dan Pelaporan Basis Data 400.410.000,00 . ' dan Pelaporan Basis Data 1.200.410.000,00
Pajak Daerah . Pajak Daerah !
Pajak Daerah Pajak Daerah
Penilaian Pajak Bumi dan Penilaian Pajak Bumi dan
Ashvolod (PF?Br%ePS;)an o Jumlah Objek Pajak Bangunan Wgdesaan dan Jumlah Objek Pajak 2 Obyek
erkotaan serta umlah Objek Pajak yang D umlah Objek Pajak yang yel
67 | Bea Perolehan Hak atas Kab.Bandung | pyceciiaikan NJOP nya 2 Jenis Pajak | ¢ 300 000.000,00 | Perkotaan (PBBP2) serta Bea | Kab.Bandung | pyco ikcan NJOP nya Pajak 6.500.000.000,00
Perolehan Hak atas Tanah
Tanah dan Bangunan dan Bangunan (BPHTB)
(BPHTB) 9
Penetapan Wajib Pajak Jumlah Dokumen Ketetapan Penetapan Wajib Pajak Jumlah Dokumen Ketetapan
68 | Daeran KabBandung | bk Daerah 1 Dokumen | 40.000.000,00 | Daerah KabBandung | bk Daerah 1 Dokumen 900.000.000,00
Pelayanan dan Konsultasi Jumlah Layanan dan Pelayanan dan Konsultasi Jumlah Layanan dan
69 Pajak Daerah Kab Bandung Konsultasi Pajak Daerah 1 Dokumen 200.000.000,00 | Pajak Daerah Kab Bandung Konsultasi Pajak Daerah 14 Layanan 200.000.000,00
. I Jumlah Data Pelaporan .
70 BZ?: lgzgpd;gry g!?:I?SI Kab.Bandung Pajak Daerah yang Telah 2 Dokumen Sl 21 dan Verilikasi Data Kab.Bandung &2:22 5:;2 Preell:ﬁotgiall;kziﬁ: 2 Dokumen
' Dilakukan Penelitian dan 250.000.000,00 | Pelaporan Pajak Daerah ' " I 654.000.000,00
Daerah Verifikasi Penelitian dan Verifikasi
Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil
Il Penagihan Pajak Daerah Kab.Bandung Pe!aksanaan Penagihan 1 Dokumen 800.000.000,00 Penagihan Pajak Daerah Kab.Bandung Pe!aksanaan Penagihan 1 Dokumen 1.979.000.000,00
Pajak Daerah Pajak Daerah
Penyelesaian Keberatan Jumiah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Jumlah Dokumen Hasil
72 Pajak Daerah Kab.Bandung Pepyelesalan Keberatan 2 Dokumen 200.000.000,00 | Pajak Daerah Kab.Bandung | Penyelesaian Keberatan Pajak | 1 Dokumen 677.690.000,00
Pajak Daerah Daerah
Pengendalian, Pemeriksaan Jumlah Dokumen ~Hasil Pengendalian, Pemeriksaan Jumlah Dokumen  Hasil
73 | dan Pengawasan Pajak Kab.Bandung Pemeriksaan serta 1 Dokumen dan Pengawasan Pajak Kab.Bandung Pemeriksaan serta 1 Dokumen
' Pengendalian dan 700.000.000,00 ' Pengendalian dan 1.520.200.000,00
Daerah . Daerah .
Pengawasan Pajak Daerah Pengawasan Pajak Daerah
Pembinaan dan Jumlah Laporan Hasil . Jumlah Laporan Hasil
74 | Pengawasan Pengelolaan Kab.Bandung Pembinaan dan 1 Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Kab.Bandung | Pembinaan dan Pengawasan 1 Laporan
' Pengawasan Pengelolaan 20.000.000,00 | Pengelolaan Retribusi Daerah ' 20.000.000,00

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah

Pengelolaan Retribusi Daerah
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Renja BAPENDA dapat ditelaah bahwa program dan kegiatan terakomodir

secara keseluruhan untuk Tahun Anggaran 2025 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

dalam rumusan kebutuhan program dan kegiatan Tahun 2025 hasil review Rancangan
Akhir RKPD pada tabel 1.4 (T-C.32) di bawah ini :

Badan Pendapatan Daerah

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Bandung

1 2 3 4 5 6
PROGRAM PENUNJANG
1 URUSAN Kab.Bandun - Nilai SAKIP - 84,5 poin
PEMERINTAHAN DAERAH ) 9 | - Aset dalam Kondisi Baik - 88,00
KABUPATEN/KOTA
::rrlencanaan, Penganggaran, Prosentase Permenuhan
L Su 0
2 Evaluasi Kinerja Perangkat Kab.Bandung | Pelayanan Administrasi Kinerja 100%
D perangkat daerah
aerah
Penyusunan Dokumen Jumlah  Dokumen
3 Perencanaan Perangkat Daerah Kab Bandung Perencanaan  Perangkat Daerah 4 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Y miah Dokumen RKA-SKPD dan
4 Dokumen RK A-SKPyD Kab.Bandung | Laporan Hasil Koordinasi 1 Dokumen
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan
Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
5 Dokumen Perubahan RKA-SKPD ¥ A Koordinasi Penyusunan Dokumen 1 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
L Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
6 gﬁggmaa dan Penyusunan DPA Kab.Bandung | Laporan Hasil Koordinasi 1 Dokumen
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan
7 Koordinasi dan Penyusunan Kab.Bandun DPA-SKPD dan Laporan Hasil 1 Dokumen
Perubahan DPA-SKPD : 9 Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja
Koordinasi dan Penvusunan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
1 Penyust SKPD dan Laporan Hasil
8 Laporan Capaian Kinerja dan Kab.Bandung S 12 Bulan
) BT Koordinasi Penyusunan Laporan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD N :
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
9 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab.Bandung Jumiah- Laporan Evaluasi 1 Dokumen
' Kinerja Perangkat Daerah
. Jumlah Dokumen Hasil
Penyelenggaraan Walidata Penyelenggaraan Walidata
10 Bendukung Statistik Sektoral Kab.Bandung Pendukung Statistik Sektoral 1 Dokumen
aerah
Daerah
Jumlah Data Statistik Sektoral
Pelaksanaan Pengumpulan Data Daerah yang Telah Dikumpulkan
11 Statistik Sektoral Daerah Kab Bandung dan Diperiksa Lingkup Perangkat 44 Data
Daerah
Administrasi Keuangan Prosentase Permenuhan
12 | Perangkat Kab.Bandung | Pelayanan Administrasi 100%
Daerah Keuangan perangkat daerah
. . . Jumlah Orang yang
13 /F\’(;r;\lyedlaan Gaji dan Tunjangan Kab.Bandung | Menerima Gaji dan Tunjangan 105 Orang
ASN
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1 2 3 4 5 6
o Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Koordinasi dan Penyusqnan Tahun SKPD dan Laporan Hasil
14 | Laporan Keuangan Akhir Tahun Kab.Bandung L 1 Dokumen
SKPD Koordinasi Pepyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Jumiah Dokumen Sahan
15 . Kab.Bandung | Tanggapan Pemeriksaan dan 1 Dokumen
Tanggapan Pemeriksaan : . .
Tindak Lanjut Pemeriksaan
Jumlah Laporan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Koordinasi
16 Bulanan/Triwulanan/Semesteran Kab Bandung Penyusunan Laporan Keuangan 3 Dokumen
SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah Prosentase Perr.m.anuha.n
Pelayanan Administrasi Barang 0
17 | pada Kab.Bandung - 100%
Milik Daerah pada Perangkat
Perangkat Daerah D
aerah
Penyusunan Perencanaan
18 | Kebutuhan Barang Milik Daerah Kab.Bandung Jumiah R_e_ncana Kebutuhan 1 Dokumen
Barang Milik Daerah SKPD
SKPD
. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan,
Pembinaan, Pengawasan, dan
19 | Pengendalian Barang Kab.Bandung Pengawasan, dan 1 Laporan
o ' Pengendalian Barang Milik Daerah
Milik Daerah pada SKPD
pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Prosentase Permenuhan
20 | Perangkat Kab.Bandung' | Pelayanan Administrasi 100%
Daerah Kepegawaian perangkat daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas
21 Atribut Kelengkapannya KajFa il beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket
o . - Jumlah Dokumen Monitoring,
22 l}\(/l_onﬂormg, EvaI_uasL dan Penilaian Kab.Bandung Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 1 Dokumen
inerja Pegawai P ;
egawai
23 Pemqlangan Pegawai yang Kab.Bandung nglah Pegawai Pensiun yang 1 Orang
Pensiun Dipulangkan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah pegawai yang mengikuti
24 Berdasarkan Tugas dan Fungsi ) G diklat 180 Orang
L Jumlah Orang yang Mengikuti
25 Sosialisasi Peraturan Kab.Bandung | Sosialisasi Peraturan 180 Orang
Perundang-Undangan
Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat Prosentase Permenuhan
26 Kab.Bandung | Pelayanan Administrasi Umum 100%
Daerah
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi
27 | Listrik/Penerangan Bangunan Kab.Bandung | Listrik/Penerangan Bangunan 1 Paket
Kantor Kantor yang Disediakan
Penvediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan
28 y Kab.Bandung | Perlengkapan Kantor yang 5 Paket
Perlengkapan Kantor o
Disediakan
29 Penyediaan Peralatan Rumah Kab.Bandung Jumlah Paket I?era]atan Rumah 3 Paket
Tangga Tangga yang Disediakan
. - Jumlah Paket Bahan Logistik
30 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab.Bandung Kantor yang Disediakan 1 Paket
31 Penyediaan Barang Cetakan dan Kab.Bandung Jumlah Paket Barang ICetgkan dan 1 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
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1 2 3 4 5 6
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan dan Peraturan
32 Peraturan Perundang-undangan Kab.Bandung Perundang-Undangan yang 4 Dokumen
Disediakan
33 | Penyediaan Bahan/Material Kab.Bandung JDliJg;lgigiz a;ket Bahan/Material yang 1 Paket
34 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab.Bandung it%ﬁ:gﬁp%?uFaS'“tas' 12 Laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan
35 yelenggare P Kab.Bandung Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 Laporan
dan Konsultasi SKPD SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis Jumlah Dokumen Penatausahaan
38 | pada SKPD Kab.Bandung | arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen
- Prosentase Permenuhan
Pengacl;iaan Barang Milik I?aerah Pengadaan Barang Milik Daerah o
37 | Penunjang Urusan Pemerintah Kab.Bandung Penuniana Urusan Pemerintah 20%
Daerah Daerali ’
Pengadaan Kendaraan Perorangan Jumlah Unit Kendaraan
38 | Dinas atau Kendaraan Dinas Kab.Bandung | Perorangan Dinas atau Kendaraan 1 Unit
Jabatan Dinas Jabatan yang Disediakan
Penaadaan Kendaraan Dinas Jumlah Unit Kendaraan Dinas
39 gac Kab.Bandung | Operasional atau Lapangan yang 1 Unit
Operasional atau Lapangan Disediakan
40 | Pengadaan Mebel Kab.Bandung \é)l;g:iglz e:]ket Mebel yang 1 Paket
Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan dan Mesin .
4 Lainnya Kab Bandung l:ainnya yang Disediakan 1 Unit
Penyediaan Jasa Penunjang Prosentase Permenuhan Jasa
42 | Urusan Kab.Bandung | Penunjang Urusan Pemerintah 100%
Pemerintahan Daerah Daerah
43 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab.Bandung étrgmléﬁss::{] Rerggaiaan Jasa 12 Bulan
Penyediaan Jasa Komunikasi Jumiah Laporan Penyediaan
44 Sumber Dava Air dan Listrik ' Kab.Bandung | Jasa Komunikasi, Sumber Daya 12 bulan
y Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan
45 Kan%/or y Kab.Bandung | Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 bulan
yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Prosentase Permenuhan
46 | Daerah Penunjang Urusan Kab.Bandung | Pelayanan Pemeliharaan Barang 100%
Pemerintahan Daerah Milik Daerah
Pgnyediaan :Jasa Pemeliharg an, Jumlah Kendaraan Perorangan
47 Efg/:alr’:;]ehharaan dan Pk Kab.Bandun Dinas atau Kendaraan Dinas 1 Unit
. ' 9 | Jabatan yang Dipelihara dan
Perorangan Dinas atau Kendaraan dibavarkan Paiaknva
Dinas Jabatan y jaxny
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumiah Kendaraan Dinas
Blayg Pemeliharaan, ngak, dan Operasional atau Lapangan yang .
48 | Perizinan Kendaraan Dinas Kab.Bandung Dipelinara dan dibayarkan Pajak 126 Unit
Operasional atau dan Perizinannya
Lapangan
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1 2 3 4 5 6
49 Pe_mehharaan Peralatan dan Mesin Kab.Bandung Jumlah Peralatqn dlan Mesin 66 Unit
Lainnya Lainnya yang Dipelihara
. I Jumlah Gedung Kantor dan
50 EgnmtglrlZiﬁaBrZEelT:abr:mLzsilnSeadung Kab.Bandung | Bangunan Lainnya yang 1 Unit
9 y Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana .(J;uerzlua: S;;ﬁ?; :t:: ;;'ﬁsi:]aanna
51 | dan Prasarana Gedung Kantor atau Kab.Bandung Lainnyg yang g 1 Unit
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Prosentase Permenuhan
Administrasi Keuangan dan Pelayanan Administrasi
52 | Operasional Kepala Daerah dan Kab.Bandung | Keuangan dan Operasional 100%
Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji
53 | kepala daerah dan wakil Kepala Kab.Bandung | dan Tunjangan Kepala Daerah dan 2 Orang
Daerah Wakil Kepala Daerah
- Persentase Kontribusi Pajak
54 PROGRAM PENGELOLAAN Kab.Bandun Daerah terhadap Pendapatan -50,35%
PENDAPATAN DAERAH ) 9 [ Asli Daerah -84
- Nilai IKM
Jumlah Target Pajak Daerah
Jumlah penerimaan Pajak
Kegiatan Pengelolaan Daerah Bidang Pajak | 72‘;05;25553;%%%%%%%
55 | pendapatan Kab.Bandung | Jumlah penerimaan Pajak T Cad NN NN
Daerah Daerah Bidang Pajak Il 32268 502901 500006000006000
Jumlah penerimaan piutang T
pajak daerah
Perencanaan pengelolaan pajak Jumlah Dokumen Rencana
56 daerah Kalg g Pengelolaan Pajak Daerah 4 Dokumen
Analisa dan Pengembangan Pajak Jumlah Dokumen Hasil Analis
Daerah, serta Penyusunan Pajak Daerah serta
57 Kebijakan Kab.Bandung Pengembangan Pajak Daerah dan 3 Dokumen
Pajak Daerah. Kebijakan Pajak Daerah
Jumlah Laporan Pelaksanaan
58 Penyuluhan qan Penye i) Kab.Bandung.-}. Penyuluhan..dan Penyebarluasan 12 Laporan
Kebijakan Pajak Daerah % X
Kebijakan Pajak Daerah
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana .
59 Pengelolaan Pajak Daerah Kab.Bandung Pengelolaan Pajak Daerah 9 Unit
Jumlah Laporan Hasil Pendataan
60 Pendataan dan Pendaftaran Objek Kab Bandun dan Pendaftaran Objek Pajak 8 Laporan
Pajak Daerah ' 9 | Daerah, Subjek Pajak dan Wajib P
Pajak Daerah
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Jumlah Laporan Hasil Pengolahan,
61 | Pelaporan Basis Data Pajak Kab.Bandung Pemeliharaan, dan Pelaporan 1 Laporan
Daerah Basis Data Pajak Daerah
Penilaian Pajak Bumi dan
Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Jumlah Objek Pajak yang .
62 serta Bea Perolehan Hak atas Kab Bandung Disesuaikan NJOP nya 2 Obyek Pajak
Tanah
dan Bangunan (BPHTB)
63 | Penetapan Wajib Pajak Daerah Kab.Bandung élgzllz?] Dokumen Ketetapan Pajak 1 Dokumen
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Jumlah Layanan dan Konsultasi
64 Daerah Kab.Bandung Pajak Daerah 14 Layanan
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1 2 3 4 5
" I Jumlah Data Pelaporan Pajak
65 Penelitian daq Verifikasi Data Kab.Bandung | Daerah yang Telah Dilakukan 2 Dokumen
Pelaporan Pajak Daerah " e
Penelitian dan Verifikasi
Jumlah Dokumen Hasil
66 | Penagihan Pajak Daerah Kab.Bandung Pelaksanaan Penagihan Pajak 1 Dokumen
Daerah
Penyelesaian Keberatan Pajak Jumiah Dokumen Hasil
67 D Kab.Bandung | Penyelesaian Keberatan Pajak 1 Dokumen
aerah
Daerah
Pengendalian, Pemeriksaan dan Jumiah Dokumen - Hasil
68 Dot Kab.Bandung | Pemeriksaan serta Pengendalian 1 Dokumen
Pengawasan Pajak Daerah .
dan Pengawasan Pajak Daerah
Pembinaan dan Penaawasan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan
69 engs Kab.Bandung | dan Pengawasan Pengelolaan 1 Laporan
Pengelolaan Retribusi Daerah B
Retribusi Daerah

Rencana Kinerja Tahunan SKPD/PD merupakan proses penjabaran lebih lanjut
dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD yang mencakup
periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan
yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD) dan indikator kinerja beserta
target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam Renstra. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk
seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja
tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode
tahunan. Berdasarkan hasil kajian evaluasi internal kami, maka ada
perubahan/perbaikan untuk tujuan, sasaran_dan indikator. Dengan demikian target
kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari berbagai
program dan kegiatan Badan, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap
tahunnya.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian kinerja 2 (dua) sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah ditunjang dengan
penggunaan berbagai sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran strategis

meliputi Dana, SDM, Peralatan dan Waktu Pelaksanaan.
Anggaran Badan

Anggaran Program yang menunjang terhadap indikator kinerja Badan Pendapatan
Daerah Pada Racangan Akhir RKPD Tahun 2025 sebesar Rp.100.314.955.700,00.

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pendapatan Daerah Per 31 Desember 2023
sebanyak 105 orang, dengan klasifikasi berdasarkan golongan, jabatan serta

pendidikan adalah sebagai berikut :

D —



Berdasarkan Golongan
1. Golongan IV/c
2 Golongan IV/b
3 Golongan [V/a
4 Golongan I11/d
5 Golongan IIl/c
6. Golongan I1I/b
7 Golongan I1l/a
8 Golongan I1/d
9 Golongan Il/c
10. Golongan II/b
11. Golongan II/a
12. Golongan I/d

Jumlah

Berdasarkan Jenis Jabatan

Kepala Badan (Eselonering 11 c)

Sekretaris (Eselonering III a)

Kepala Bidang (Eselonering I11 b)

Kepala Sub Bagian (Eselonering IV a)

Kepala Seksi (Eselonering IV a)

Kepala UPTD (Eselonering IV a)

Kepala Sub Bagian pada UPTD (Eselonering IV b)
Kelompok Jabatan Fungsional Umum Tertentu
Pelaksana (Staf)/JFU

S O

Jumlah

RENCANA KERJA

1 orang
0 orang
5 orang
16 orang
17 orang
16 orang
36 orang
14 orang

0
orang

0
orang

0
orang

0
orang

105 orang

1 orang
1 orang
4 orang
3 orang
12 orang
5 orang
5 orang
- orang
74 orang

105 orang
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Berdasarkan Jenis Pendidikan

1. | Pasca Sarjana 12 orang
2. | Sarjana 53 orang
3. | Diploma IV - orang
4.  Diploma III 8 orang
5. | Diploma II - orang
6. | Diploma I - orang
7. | SLTA Kejuruan - orang
8. | SLTA UMUM 31 orang
9. | SLTP 1 orang
10 | SD - orang
Jumlah 105

or

an

g

Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung

a. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia yang terdapat di. BAPENDA terdiri dari PNS dan Non PNS
yang dirinci berdasarkan golongan, tingkat pendidikan dan jenis pendidikan yang diikuti

baik pendidikan formalimaupun non formal sebagaimana grafik-grafik berikut:

Gambar 1.2

Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

14 6

LY
i
Il

Jumlah 105 orang

85

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat sumber daya manusia pada Badan

Pendapatan Daerah berdasarkan golongan terbagi menjadi tiga, yaitu golongan I, Il

D —
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berjumlah 85 orang dan PNS pada golongan IV berjumlah 6 orang.

Gambar 1.3
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

60

50

40

30

20

: E -

1
52 51 D3 D2 D1 SLTA SLTP sD

Badan Pendapatan Daerah diperkuat dengan keragaman tingkat pendidikan yang
dimiliki setiap pegawai, berdasarkan gambar di atas dapat dilihat jumlah PNS dengan
tingkat pendidikan S2 sebanyak 12 orang, S1 sebanyak 53 orang, D3 sebanyak 8
orang, SLTA sebanyak 31 orang dan SLTP sebanyak 1 orang.

Gambar 1.4
Jumlah PNS Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

20

15

10

0 T
Diklatpim Il Diklatpim Il Diklatpim IV

Dalam jenjang jabatan struktural tertentu untuk mencapai persyaratan kompetensi
kepemimpinan diperlukan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan
perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur, yang diperoleh melalui Diklat

Kepemimpinan. Dapat dilihat pada gambar 1.4 jumlah PNS Badan Pendapatan Daerah




RENCANA KERJA

yang telah mengikuti Diklat Struktural sebanyak 22 orang, dengan rincian 2 oran

telah mengikuti Diklatpim Ill dan 20 orang yang telah mengikuti Diklatpim V.

Gambar 1.5
Jumlah PNS Yang Menduduki Eselon

25

20

15

10

. —

Eselon Il bEselon Il 2 Eselon [Il Eselon IV Eselon IV
b a b

Sebanyak 30 PNS pada Badan Pendapatan Daerah yang menduduki Eselon terdiri

dari Eselon Il a (1 orang), Eselon Il b (4 orang), Eselon IV a (20 orang) dan Eselon IV

b (5 orang).
Gambar 1.6
Jumiah Pegawai Non PNS Berdasarkan Tingkat

Pendidikan

60

50

40+

30

20+

.

0 - T - T ———

Sarjana Dl SLTA SMP

Selain daripada PNS yang menjadi sumber daya utama pada Badan
Pendapatan Daerah, tenaga Non PNS juga merupakan unsur yang sangat berperan
penting terhadap kelancaran operasional Badan Pendapatan Daerah. Tenaga Non PNS
berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana terdapat pada gambar 1.6 terdiri dari Non
PNS dengan pendidikan Sarjana berjumlah 53 orang, D lll berjumlah 7 orang, SLTA

berjumlah 21 orang dan untuk jenjang pendidikan SMP berjumlah 2 orang

D —
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Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, bahwa Kepala Badan Pendapatan

Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina,
mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan
pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan.

Sarana Penunjang (Peralatan)

Sarana penunjang/peralatan (Aset) yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Hasil

Rekon Aset sampai dengan 31 Desember 2023 terdiri dari :

ASET TETAP
Rp
Aset Tetap dalam Kondisi Baik 28.000.000,00
Jumlah Rp 26.398.662.664,00
ASET LAINNYA
Rp
Aset Kondisi Rusak Berat 2.118.714.123,00
Rp
Jumlah 2.118.714.123,00

Analisis Program/Kegiatan

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut :
e Rekapitulasi Pagu ~Anggaran ~dan Realisasi Anggaran Program Kegiatan

Berdasarkan Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 1.5
Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Program Penunjang

Urusan
Nilai SAKIP
Hai S Pemerintahan 60.300.600.963,00 | 56.672.343.908,00 93,98
Bapenda %
Daerah
Kabupaten/Kota
Perencanaan,

Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

D —

684.222.220,00 677.751.223,00 99,05%




Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

44.941.006.624

RENCANA KERJA

41.748.006.737

92,90%

Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

582.000.000

563.547.300

96,83%

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

5.428.693.119

5.372.289.847

98,96%

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

6.542.829.000

6.233.826.059

95,28%

Persentase Aset
dalam Kondisi
Baik

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

2.121.850.000

2.076.922.742

97,88%

-Kontribusi Pajak
Daerah Terhadap
Pendapatan Asli
DaerahAset
dalam Kondisi
Baik

- Nilai IKM

Program Pengelolaan
Pendapatan Daerah

15.394.072.396,00

14.650.761.262,00

95,17
%

Kegiatan Pengelolaan
Pendapatan Daerah

15.394.072.396

14.650.761.262

95,17%

JUMLAH

75.694.673.359,00

71.323.105.170,00

94,22
%

Berdasarkan _Tabel

Rekapitulasi

Pagu dan_Realisasi Anggaran Badan

Pendapatan Daerah Tahun/ 2023, dapat.diketahuil bahwa ‘Pagu untuk Tahun 2023
sampai dengan akhir parsial nilainya sebesar Rp.75.694.673.359,00 yang terdiri dari 2

Program dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.71.323.105.170,00 atau

persentase realisasi sebesar 94,22%.
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BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

lll.4 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan penelaahan terhadap dokumen rencana kerja pembangunan daerah
(RKPD) Tahun 2025 terkait serta hasil identifikasi terhadap permasalahan dan isu
strategis di Kabupaten Bandung, maka dibutuhkan perumusan visi Pemerintah
Kabupaten Bandung sebagai pedoman arah kebijakan lima tahun mendatang. Visi ini
dibuat untuk menentukan fokus dan arah gerak Pemerintah Kabupaten Bandung dalam
bekerja menuntaskan isu-isu yang ada dan meminimalisasi potensi permasalahan di

masa mendatang. Visi Pemerintah Kabupaten Bandung adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif,

Dinamis, Agamis, dan Sejahtera”

Dalam rangka pencapaian sasaran Badan yang tertuang dalam Rencana Strategis
(Renstra) Badan Pendapatan Daerah, ditetapkan kebijakan-kebijakan dan
program-program yang dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 s/d 2026
didasarkan pada misi keempat RPJMD Kab. Bandung yaitu :

“Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Birokrasi yang
Profesional, dan Tata Kehidupan Masyarakat yang

Berdasarkan Nilai-Nilai keagamaan”.

Dalam misi keempat yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan

Bersih, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tujuan sebagai berikut :

“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi dan

Meningkatkan Pajak Daerah”.

Untuk Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Meningkatkan
Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah mempunyai sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan

2. Meningkatnya Potensi Pajak Daerah




Meningkatnya Kualitas

Meningkatnya Akuntabilitas

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

- Nilai SAKIP

Pengelolaan Kinerja Kinerja Urusan Pemerintahan PEMERINTAHAN DAERAH d:;’:f;gf; s’°i‘set "fgéso%f,’/'“
Organisasi Bidang Keuangan KABUPATEN/KOTA Baik R
Prosentase
Meningkatnya Kualitas Tersedianya Pelayanan Perencanaan. Pendanaaaran. dan Permenuhan
Pengelolaan Kinerja Administrasi Kinerja perangkat naan, renganggaran, Pelayanan 100%
" Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - N
Organisasi daerah Administrasi Kinerja
perangkat daerah

Meningkatnya Kualitas Tersusunya Dokumen Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pengelolaan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Rencana Kerja) Perangkat Daerah Jumiah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen
Meningkatnya Kualitas i Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Pengelolaan Kinerja Organisasi Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
Meningkatnya Kualitas Tersusunnya Dokumen Perubahan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen i:mcifgnDﬁ:SiTlsgoi’;:luabs?rl]:’a:annRuKsﬁhSaﬁPD%E:gen 1 Dokumen
Pengelolaan Kinerja Organisasi RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD PeFr)ubahan RKA-SKPD y
Meningkatnya Kualitas Tersusunnya Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan DPA Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil 1 Dokumen
Pengelolaan Kinerja Organisasi DPA-SKPD SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

. . s Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan
Meningkatnya Kualitas Tersusunnya Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan Lanoran Hasil Koordinasi Penvusunan Dokumen 1 Dokumen
Pengelolaan Kinerja Organisasi Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD PeFr)ubahan DPA-SKPD Y

Koordinasi dan Penvusunan Laooran Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Meningkatnya Kualitas Tersusunnya lkhtisar Realisasi Capaian Kinefia dar¥|khtisar ReF;Iisasi Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 12 Laporan
Pengelolaan Kinerja Organisasi Kinerja-SKPD KinF()ar'a SKPDJ Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja P
! dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Meningkatnya .Kuallltas o Tgrsu§unnya Laporan Evaluasi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 1 Laporan
Pengelolaan Kinerja Organisasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah

. . Tersusunnya Penyelenggaraan . . .
Meningkatnya Kualitas Walidata Pendukung Statistik Penyelenggaraan Walidata Pendukung Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata 1 Dokumen

Pengelolaan Kinerja Organisasi

Sektoral Daerah

Statistik Sektoral Daerah

Pendukung Statistik Sektoral Daerah




Meningkatnya Kualitas

Tersusunya Data Statistik Sektoral

Pelaksanaan Pengumpulan Data

Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah

Pengelolaan Kinerja Organisasi Daerah Statistik Sektoral Daerah Bg(:rr:ﬁ ulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat 44 Data
Prosentase
Meningkatnya Kualitas Tersedianya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Permenuhan
Pengelolaan Kinerja Administrasi Keuangan perangkat D Pelayanan 100%
i aerah - .
Organisasi daerah Administrasi Keuangan
perangkat daerah
Meningkatnya Kualitas Terpenuhinya Gaji  dan Tunjangan . . . Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
Pengelolaan Kinerja Organisasi | ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN 105 Orang/bulan
Meningkatnya Kualitas Tersusunnya Laporan Keuangan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumiah Lapo_ran Keu.anggn Akhir Tahun SKPD dan
Pengelolaan Kinerja Organisasi | Akhir Tahun-SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 1 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Meningkatnya Kualitas Tersusunya Dokumen Bahan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan jg?:lah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1 Dokumen
Pengelolaan Kinerja Organisasi Tanggapan Pemeriksaan Tanggapan Pemeriksaan Tindak Lanjut Pemeriksaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Meningkatnya Kualitas Tersusunnya Bulanan Triwulanan Keuangan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi 18 Laporan
Pengelolaan Kinerja Organisasi | Semesteran-SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan P
SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Prosentase
Meningkatnya .Kua.litas Lzr;ei:;:tr: g:i?aligzga:\;l‘ilik Daerah Administrasi Barang Milik Daerah E:Ir:;l:rrl;:an
Pengelolaan Kinerja pada - . 100%
Organisasi pada Perangkat Daerah Administrasi Barang
Perangkat Daerah Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
Meningkatnya Kualitas Tersusunya Dokumep‘ Perencanaan Penyusun_qn Perencanaan Kebutuhan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Kinerja Organisasi Kebutuhan Barang Milik Barang Milik SKPD 1 Dokumen
Daerah SKPD Daerah SKPD
Tersusunnya Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan,
Meningkatnya Kualitas Pembinaan, Pengawasan, dan P ! . dan
engendalian Barang Milik Daerah 1 Laporan

Pengelolaan Kinerja Organisasi

Pengendalian Barang Milik Daerah
pada SKPD

pada SKPD

Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD




Prosentase

Meningkatnya Kualitas Tersedianya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Permenuhan
Lo . . . Pelayanan o
Pengelolaan Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Admini . 100%
o ministrasi
Organisasi perangkat daerah Daerah K .
epegawaian
perangkat daerah
Meningkatnya Kualitas Terpenuhinya Pakaian Dinas Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 2 Paket
Pengelolaan Kinerja Organisasi beserta Atribut Kelengkapan Atribut Kelengkapannya Kelengkapan
Meningkatnya Kualitas Tersgsqnnya Dokumen Hasil - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan
L - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian S ) L - . 1 Dokumen
Pengelolaan Kinerja Organisasi - . Kinerja Pegawai Penilaian Kinerja Pegawai
Kinerja Pegawai
Meningkatnya Kualitas Terpenuhinya Pemulangan Pegawai . y . . .
Pengelolaan Kinerja Organisasi yang Pensiun Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 1 Orang
Meningkatnya Kualitas Terpenuhmya Perdasar.kan_ Tugas Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
. ... | danFungsi yang Mengikuti . o L . 180 Orang
Pengelolaan Kinerja Organisasi - ; Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Pendidikan dan Pelatihan
Meningkatnya Kualitas Terlaksananya Sosialisasi Sosialisasi Peraturan ;gm:fdhanor?ﬂg d):nngayenglkutl Sosialisasi Peraturan 180 Oran
Pengelolaan Kinerja Organisasi Peraturan Perundang-Undangan Perundang-Undangan g 9 9
Prosentase
Meningkatnya Kualitas Tersedianya Pelayanan - . Permenuhan
Pengelolaan Kinerja Administrasi Umum Perangkat Administrasi Umum Perangkat Pelayanan 100%
I Daerah - .
Organisasi Daerah Administrasi Umum
Perangkat Daerah
. . Tersedianya Paket Komponen . " Jumlah Paket Komponen Instalasi
Meningkatnya Kualitas S Penyediaan.Komponen Instalasi L
Pengelolaan Kinerja Organisasi Instalasi Llstrlk/Peneranggn . Listrik/Penerangan Bangunan Kantor L|§tr|k(Penerangan Bangunan Kantor yang 1 Paket
Bangunan Kantor yang Disediakan Disediakan
Meningkatnya Kualitas Tersedianya Paket Peralatan dan | Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan
o . o 5 Paket
Pengelolaan Kinerja Organisasi Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan
Meningkatnya .Kua.htas o Tersedianya paket Peralatan Rumah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga qula.h Paket Peralatan Rumah Tangga yang 3 Paket
Pengelolaan Kinerja Organisasi Tangga Disediakan
Meningkatnya Kualitas Tersedianya Paket Bahan Logistik Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 1 Paket

Pengelolaan Kinerja Organisasi

Kantor

Disediakan




Meningkatnya Kualitas

Tersedianya Paket Barang Cetakan

Penyediaan Barang Cetakan dan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan

Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
Tersusunnya Dokumen Bahan
Meningkatnya Kualitas Bacaan dan Peraturan Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan 4 Dokumen
Pengelolaan Kinerja Organisasi Perundang-Undangan yang Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Disediakan
Disediakan
Meningkatnya .Kua.htas o Tersedianya Paket Bahan/Material Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket
Pengelolaan Kinerja Organisasi
Meningkatnya .Kua.htas - Ters.usunnya Laporan Fasiltasi Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan
Pengelolaan Kinerja Organisasi Kunjungan Tamu
. . Tersusunnya Laporan g L
Meningkatnya !(ua'htas o Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penyelenggargan Rapat Koordinasi Jumlah Laporqn Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 12 Laporan
Pengelolaan Kinerja Organisasi : dan Konsultasi SKPD dan Konsultasi SKPD
dan Konsultasi SKPD
Meningkatnya Kualitas ;ersutsunn);]a Dol;\urr)er::) A Penatausahaan Arsip Dinarfis pada Jug]lah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Do
Pengelolaan Kinerja Organisasi enatausanaan Arsip Linamis pada SKPD pada oKumen
SKPD SKPD
Prosentase
Meningkatnya Kualitas Tersedianya Pengadaan Barang Pengadaan Barang Milik Daerah Permenuhan
L . - - - Pengadaan Barang 0
Pengelolaan Kinerja Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintah - 100%
o . Milik Daerah
Organisasi Pemerintah Daerah Daerah .
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Meningkatnya Kualitas Tersedianya Rengadaan Kendaraan Pgngadaan Kendaraan Perorangan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau .
Pengelolaan Kinerja Organisasi Perorangan Dinas atau Dinas atay Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit
Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan
Meningkatnya Kualitas Tgrsedlanya Rengadaan Kendaraan Pengaqaan Kendaraan tinas Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau .
o o Dinas Operasional atau Operasional atau oo 1 Unit
Pengelolaan Kinerja Organisasi Lapangan yang Disediakan
Lapangan Lapangan
Meningkatnya .Kua.htas o Tersedianya Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit
Pengelolaan Kinerja Organisasi
Meningkatnya Kualitas Tersedianya Pengadaan Peralatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 1 Unit
Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Mesin Lainnya Lainnya Disediakan
Meningkatnya Kualitas Tersedianya Permenuhan Jasa Prosentase Permenuhan Jasa Prosentase
Pengelolaan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Penunjang Urusan Pemerintah 100%

Organisasi

Daerah

Daerah

Permenuhan Jasa




Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Meningkatnya Kualitas

Tersusunnya Laporan Penyediaan

Pengelolaan Kinerja Organisasi Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan
Meningkatnya Kualitas I:;Zus;:;)lﬁil‘kggfrgﬂmii?ygglzazir Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 12 Laporan
Pengelolaan Kinerja Organisasi s Lo y Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan P
dan Listrik yang Disediakan
Meningkatnya Kualitas I:;saus;r;?gaalr_;ﬁoaa:rr:ur:f(r;);]e;g:aan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 12 Laporan
Pengelolaan Kinerja Organisasi ey Kantor Umum Kantor yang Disediakan P
yang Disediakan
Prosentase
Meningkatnya Kualitas Tersedianya Permenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Permenuhan
Pengelolaan Kinerja Pelayanan Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Pelayanan 100%
Organisasi Milik Daerah Daerah Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Terpenuhinya Kendaraan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumiah Kendaraan Perorangan Dinas atau
Meningkatnya Kualitas Perorangan Dinas atau Kendaraan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan gn Dinelihara dan 1 Unit
Pengelolaan Kinerja Organisasi Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Perorangan Dinas atau Kendaraan dibavarkan Paiaknva yang Uip
dibayarkan Pajaknya Dinas Jabatan y jaKny
Terpenuhinya Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
Meningkatnya Kualitas Operasional atau Lapangan yang Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Lapanaan vana Dioelihara dpan dibavarkan Paiak dan 126 Unit
Pengelolaan Kinerja Organisasi Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan | Kendaraan Dinas Operasional atau PeFr)izir?annya g Uip y I
Perizinannya Lapangan y
Meningkatnya Kualitas Terpenuhinya Pemeliharaan Pemeliharaan-Peralatan dan-Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 66 Unit
Pengelolaan Kinerja Organisasi Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya Dipelihara
. . Tersedianya . I .
Meningkatnya .Kua.htas o Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pemellharaan/Rehabll|ta§| Gedung qulgh Gedgng Kallr)tor.dan Bangunan Lainnya yang 1 Unit
Pengelolaan Kinerja Organisasi . Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Kantor dan Bangunan Lainnya
. . Terseqlanya I Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana . .
s —_— Prasarana Gedung Kantor atau atau Bangunan Lainnya yang 1 Unit
Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Prasarana Gedung Kantor ; o . Y
. Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
atau Bangunan Lainnya
Meningkatnya Kualitas Tersedianya Administrasi Administrasi Keuangan dan Prosentase
Pengelolaan Kinerja Keuangan dan Operasional Kepala | Operasional Kepala Daerah dan Permenuhan

Organisasi

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Wakil Kepala Daerah

Pengadaan Barang




Milik Daerah

Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Meningkatnya Kualitas

Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan

Pengelolaan Kinerja Organisasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang
Daerah Daerah
- Persentase
Kontribusi Pajak
Meningkatkan penerimaan Meningkatnya potensi pajak PROGRAM PENGELOLAAN Daerah terhadap - 50,35%
pajak daerah daerah PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli - 84 Poin
Daerah
- Nilai IKM
1. Tersusunnya
Perencanaan target
pajak daerah 740.425.300.000,0
ﬁeﬁiﬁﬂii': 3l’:'aja.k Jumlah Target Pajak Daerah 295.855 goo 000,0
Meningkatkan penerimaan Terkelolanya Sumber-Sumber Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Paiak | Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak | ’ '0 R
pajak daerah Pajak Daerah Daerah 'ang Faj Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak Il
3. Tercapainya . . . 328.091.200.000,0
- . Jumlah penerimaan piutang pajak daerah
penerimaan Pajak 0
Daerah Bidang Pajak I 26.320.000.000,00
4, Tertagihnya Piutang
Pajak Daerah
Meningkatkan penerimaan pajak | Tersusunnya Dokumen Pencanaan Perencanaan pengelolaan pajak Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak
) 4 Dokumen
daerah Pengelolaan Pajak Daerah daerah Daerah
. . | Tersusunnya Dokumen Hasil Analis | o o Bangembangan Pajak Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta
Meningkatkan penerimaan pajak | Pajak Daerah serta Pengembangan o . o i
! . . Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak 3 Dokumen
daerah Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak .
Pajak Daerah. Daerah
Daerah
. . . Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan
Meningkatkan penerimaan pajak Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Jumiah Laporan Pe[gksanaap Penyuluhan dan 12 Laporan
daerah 2 ) ; Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Kebijakan Pajak Daerah Wilayah | Soreang
. . . Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan
Meningkatkan penerimaan pajak Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan 12 Laporan

daerah

Kebijakan Pajak Daerah

Wilayah Il Dayeuhkolot

Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah




Meningkatkan penerimaan pajak

Tersusunnya Laporan Pelaksanaan

Penyuluhan dan Penyebarluasan

Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD N : 12 Laporan
daerah Kebijakan Pajak Daerah Wilayah Ill Ciparay Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
. . . Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan
Meningkatkan penerimaan pajak Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Jumiah Laporan Pe[gksanaar) Penyuluhan dan 12 Laporan
daerah % ; ; . Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Kebijakan Pajak Daerah Wilayah IV Majalaya
. . . Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan
I(\i/laznr:r?katkan penerimaan pajak Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD ‘Ii’ir:lilaﬁlg(;?: Kzzli?aklf:r?g?alf Sr;);t:guhhan dan 12 Laporan
Kebijakan Pajak Daerah Wilayah V Rancaekek y I !
Meningkatkan penerimaan pajak | Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak 9 Unit
daerah Pengelolaan Pajak Daerah Pengelolaan Pajak Daerah Daerah
Tersusunnya Laporan Hasil .
Meningkatkan penerimaan pajak | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pendataan dan Pendaftaran Objek glbrgzr;’;?aioggegfllSZ?)D:;tF?:r;ISZZnP\?\E;ﬁ;?;k 8 Laporan
daerah Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Pajak Daerah 1ex ey » Subjek ey Ibrey P
oo Daerah
Waijib Pajak Daerah
Meningkatkan penerimaan pajak Tersusunnya Laporgn Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan,
Pengolahan, Pemeliharaan, dan . . . . 1 Laporan
daerah ; ; Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Meningkatkan penerimaan pajak | Terpenuhinya Objek Pajak yang Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) . . . . .
daerah Disesuaikan NJOP nya serta Bea Perolehan Hak atas Tanah Jumiah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 2 Obyek Pajak
dan Bangunan (BPHTB)
Meningkatkan penerimaan pajak Ter.susunnya Dokumen Ketetapan Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 1 Dokumen
daerah Pajak Daerah
Meningkatkan penerimaan pajak Terpenuhlpya .Layanan dan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 14 Layanan
daerah Konsultasi Pajak Daerah Daerah
Meningkatkan penerimaan pajak Bzrz;‘:# ngﬁa ?;fhpaﬁﬁﬁg:] Pajak Penelitian dan-Verifikasi Data Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah 2 Dokumen
daerah N yang e Pelaporan Pajak Daerah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi
Penelitian dan Verifikasi
. . . Tersusunnya Dokumen Hasil . .
Meningkatkan penerimaan pajak Pelaksanaan Penagihan Pajak Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan 1 Dokumen
daerah Pajak Daerah
Daerah
. . . Tersusunnya Dokumen Hasil . .
Meningkatkan penerimaan pajak Penyelesaian Keberatan Pajak Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan 1 Dokumen

daerah

Daerah

Pajak Daerah




Meningkatkan penerimaan pajak
daerah

Tersusunnya Dokumen  Hasil
Pemeriksaan serta Pengendalian
dan Pengawasan Pajak Daerah

Pengendalian, Pemeriksaan dan
Pengawasan Pajak Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta
Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah

1 Dokumen

Meningkatkan penerimaan pajak
daerah

Tersusunnya Laporan Hasil
Pembinaan dan Pengawasan
Pengelolaan Retribusi Daerah

Pembinaan dan Pengawasan
Pengelolaan Retribusi Daerah

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan
Pengelolaan Retribusi Daerah

1 Laporan




RENCANA KERJA

1.5 Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan prioritas yang disusun dan
diajukan untuk ditempuh dalam APBD Tahun Anggaran 2025, adalah program

gabungan untuk mendukung program urusan SKPD dan urusan wajib yang akan

dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Tabel 11l.2 berikut ini :




Table 111.2

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

SASARAN STRATEGIS PEMDA SASARAN PERANGKAT DAERAH URAIAN
SASARAN OPD
RELEVAN DENGAN
N URAIAN SASTRS :NELEVAN UNIT URAIAN SASTRA PEMDA NAMA SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA NILAI ANGGARAN
o SASARAN MENGGAMBARKA KERJA SASARAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM/KEGIATAN/SUB
STRATEGIS N MANDAT OPD MENGGAMBARKA KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN
N TUGAS DAN
FUNGSI
1 2 3 4 5 6 8 9 10 1 12
1 Meningkatnya Y Badan Y PROGRAM PENUNJANG Meningkatnya Akuntabilitas - Nilai SAKIP
Pengawasan Pendapata Meningkatny URUSAN Kinerja Urusan -84,5 Poin
Pembanguna n Daerah a PEMERINTAHAN DAERAH Pemerintahan Bidang Kzfl:flz:‘:;:li Aset dalam -88,00% 79.640.674.087,00
n atas Akuntabilitas KABUPATEN/KOTA Keuangan
Q::;;ablhtas Kinerja Pere RS- ngangg g Tersedianya Pelayanan Prosentase Permenuhan
gan Urusan dan Administrasi Kinerj Pel Administrasi 100% 996.035.000,00
Negara dan Pemerintaha Evaluasi Kinerja Perangkat ministrasi Kinerja elayanan Administrasi o .035.000,
Daerah n Bidang Daerah perangkat daerah Kinerja perangkat daerah
Keuangan Penyusunan Dokumen Tersusunya Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan
Perencanaan Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah 4 Dokumen 600.000.000.00
Perangkat Daerah Daerah (Rencana Kerja) RN
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen_ RKA'S.KPD
Dokumen Tersusunnya Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi 1 Dokumen
RKA-SKPD RKA-SKPD Penyusunan Dokumen 20.000.000,00
RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan
Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Dokumen Tersusunnya Dokumen Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD Dokumen Perubahan 20.000.000,00
RKA-SKPD
. Jumlah Dokumen DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan } L
DPA Tersusunnya Penyusunan dan Laporan Hasil Koordinasi 1 Dokumen
SKPD DPA-SKPD Penyusunan Dokumen 20.000.000,00
DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan
N DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi dan Penyusunan Tersusunnya Penyusunan Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen
Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD Dokumen Perubahan 20.000.000,00
DPA-SKPD
o Jumlah Laporan Capaian
Eg;(r)?;r:]am dan Penyusunan ] o K!nerja dan Ikhtisar Realisasi
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Tersusunnya lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan 12 Laporan

Realisasi
Kinerja SKPD

Kinerja-SKPD

Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

212.000.000,00




SASARAN STRATEGIS PEMDA SASARAN PERANGKAT DAERAH URAIAN
SASARAN OPD
RELEVAN DENGAN
N URAIAN SASTRAD :NE LEVAN UNIT URAIAN SASTRA PEMDA N NAMA SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA NILAI ANGGARAN
o SASARAN MENGGAMBARKA KERJA SASARAN DAN o PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM/KEGIATAN/SUB
STRATEGIS N MANDAT OPD MENGGAMBARKA KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN
N TUGAS DAN
FUNGSI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Evaluasi Kinerja Perangkat E?,thg?nﬁnﬁzorgran Kat Jumlah Laporan Evaluasi 1 Laporan
Daerah Daara ] 9 Kinerja Perangkat Daerah p 20.000.000,00
Penyelenggaraan Walidata Tersusunnya Dokumerj Hasil Jumlah Dokumen Has_il
Pendukung Statistik Sektoral Penyelenggaraan Walidata Penyelenggaraan Walidata 1 Dokumen
D Pendukung Statistik Sektoral Pendukung Statistik Sektoral 34.035.000,00
aerah
Daerah Daerah
Tersusunnya Data Statistik Jumlah Data Statistik Sektoral
Pelaksanaan Pengumpulan Sektoral Daerah yang Telah Daerah yang Telah 44 Data
Data Statistik Sektoral Daerah Dikumpulkan dan Diperiksa Dikumpulkan dan Diperiksa 50.000.000,00
Lingkup Perangkat Daerah Lingkup Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Tersedianya Pelayanan Prosentase Permenuhan
Perangkat Administrasi Keuangan Pelayanan Administrasi 100%
Daerah perangkat daerah Keuangan perangkat daerah 60.610.941.404,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN

Terpenuhinya Gaji dan
Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

105 Orang/bulan

60.495.941.404,00

Koordinasi dan Penyusunan

Tersusunnya Laporan

Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan

Laporan Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun-SKPD Laporan Hasil Koordinasi 1 Laporan 55.000.000,00

SKPD Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD

Pengelolaan dan Penyiapan Tersusunya Dokumen Bahan %:nmglgzga?]k;:ﬁre]rﬁ(asgzg dan 1 Dokumen

Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tanggapan‘Pemeriksaan Tindak Lanjut Pemeriksaan 5.000.000,00
Jumlah Laporan Keuangan

1), Bulanan/ Triwulanan/

Koordinasi dan Penyusunan Semesteran SKPD dan Laporan

Laporan Keuangan Tersusunnya Bulanan Koordinasi Penyusunan 18 Laporan

Bulanan/Triwulanan/Semestera Triwulanan Semesteran-SKPD Y P 55.000.000,00
Laporan Keuangan

n SKPD ;
Bulanan/Triwulanan/Semestera
n_SKPD

. . - Tersedianya Pelayanan Prosentase Permenuhan
Sg:';nr:st;adsal Barang Milik Administrasi Barang Milik Pelayanan Administrasi 100%
Peran k':-lt Daerah Daerah pada Barang Milik Daerah pada ’ 153.000.000,00
9 Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan Tersusunya Dokumen Jumlah Rencana Kebutuhan
Kebutuhan Barang Milik Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen

Daerah SKPD

Barang Milik
Daerah SKPD

SKPD

90.000.000,00




SASARAN STRATEGIS PEMDA SASARAN PERANGKAT DAERAH URAIAN
SASARAN OPD
RELEVAN DENGAN
N URAIAN SASTRAD :NE —— UNIT URAIAN SASTRA PEMDA N NAMA SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA NILAI ANGGARAN
o SASARAN MENGGAMBARKA KERJA SASARAN DAN o PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM/KEGIATAN/SUB
STRATEGIS N MANDAT OPD MENGGAMBARKA KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN
N TUGAS DAN
FUNGSI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Tersusunnya Laporan Hasil Jumlah Laporan Hasil
Pembinaan, Pengawasan, dan : Pembinaan, Pengawasan, dan
Pengendalian Barang Milik Daerah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik 1 Laporan
ada SKPD Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 63.000.000,00
P Daerah pada SKPD P
Administrasi Kepegawaian Tersedianya Pelayanan Prosentase Perr'm'enuha.n
L . . Pelayanan Administrasi o
Perangkat Administrasi Kepegawaian Kepegawaian peranakat 100% 1.070.000.000,00
Daerah perangkat daerah peg P 9
daerah
gzggﬁgaan FaSEDinas Terpenuhinya Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas 2 Paket
) beserta Atribut Kelengkapan beserta Atribut Kelengkapan 265.000.000,00
Atribut Kelengkapannya
Monitoring, Evaluasi, dan Tersysu_nnya Dokumen Hasil Jumlah !Dokumen Monitoring,
P i . Monitoring, Evaluasi, dan Evaluasi, dan 1 Dokumen
Penilaian Kinerja Pegawai . e . o o . 53.000.000,00
Penilaian Kinerja Pegawai Penilaian Kinerja Pegawai
Pemulangan Pegawai yang Terlaksananya Pegawai Jumlah Pegawai Pensiun yang 1 Oran
Pensiun Pensiun yang Dipulangkan Dipulangkan 9 50.000.000,00
Pendidikan dan Pelatinan Terpenuhinya Per'dasarkan Jumlah Pegawai _Berdasarkan
Pegawai 'I'\;lugas_kda‘nPFungsllkyang ;\I’/Iugas_kdalnPFungs_lkyang 180 Orang ]
Berdasarkan Tugas dan Fungsi engi uti Pendidikan dan engi uti Pendidikan dan 50.000.000,00
Pelatihan Pelatihan
b Jumlah Orang yang Mengikuti
Sosialisasi Peraturan J::;?Ef::anya Sosialisasi Sosialisasi Peraturan 180 Orang
Perundang-Undangan Perundarg-Bndangan Perundang-Undangan 552.000.000,00
Administrasi Umum Tersedianya Pelayanan Prosentase Permenuhan
Perangkat Administrasi Umum Pelayanan Administrasi 100%
Daerah Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah 2.714.550.000,00
Penvediaan Komponen Instalasi Tersedianya Paket Komponen Jumlah Paket Komponen
eny P Instalasi Listrik/Penerangan Instalasi Listrik/Penerangan
Listrik/Penerangan Bangunan B K B K 1 Paket 215.000.000.00
Kantor angunan antor yang angunan antor yang 5. . s
Disediakan Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Tersedianya Paket Peralatan é:?lilnezaizt ar?i?r:?;?n an 5 Paket
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor I gKap yang 557.000.000,00
Disediakan
. . Jumlah Paket Peralatan
Penyediaan Peralatan Rumah Tersedianya paket Peralatan
Tangga Rumah Tangga Rumah Tangga yang 3 Paket 406.800.000,00
Disediakan
. L . Jumlah Paket Bahan
Penyediaan Bahan Logistik Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor yang 1 Paket

Kantor

Logistik Kantor

Disediakan

710.000.000,00




SASARAN STRATEGIS PEMDA SASARAN PERANGKAT DAERAH URAIAN
SASARAN OPD
RELEVAN DENGAN
N URAIAN SASTRAD :NE —— UNIT URAIAN SASTRA PEMDA N NAMA SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA NILAI ANGGARAN
o SASARAN MENGGAMBARKA KERJA SASARAN DAN o PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM/KEGIATAN/SUB
STRATEGIS N MANDAT OPD MENGGAMBARKA KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN
N TUGAS DAN
FUNGSI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
CF";a;:yedlaan Barang Cetakan Tersedianya Paket Barang j:?ﬁagnz;gitdzgga;gnzetakan 1 Paket
Cetakan dan Penggandaan . 190.000.000,00
Penggandaan Disediakan
Tersusunnya Dokumen Bahan Jumlah Dokumen Bahan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan 4 Dokumen
Peraturan Perundang-undangan | Perundang-Undangan yang Perundang-Undangan yang 40.000.000,00
Disediakan Disediakan
. . Tersedianya Paket Jumlah Paket Bahan/Material
Penyediaa@ib o SRy~rial Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 235.750.000,00
Fasilitadi KGnfungan Tamu Tersusunnya Laporan Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi 12 Laporan
Jung Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu P 50.000.000,00
Penvelendgaraan Rapat Tersusunnya Laporan Jumlah Laporan
Koo)r/dinasgig p Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat 12 Laporan
dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi P 300.000.000,00
SKPD SKPD
Tersusunnya Dokumen Jumiah Dokumen
Penatausahaan Arsip Dinamis Y L . Penatausahaan Arsip Dinamis
Penatausahaan Arsip Dinamis 1 Dokumen
pada SKPD pada 10.000.000,00
pada SKPD SKPD
Pengadaan Barang Milik Tersedianya Pengadaan Prosentase Permenuhan
9 rang Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik o
Daerah Penunjang Urusan P H U D h P . U 100% 2.272.710.000,00
Pemerintah Daerah enunjang Urusan aerah Penunjang Urusan .272.710.000,
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Tersedianya Pengadaan Jumlah Unit Kendaraan
9 : Kendaraan Perorangan Dinas Perorangan Dinas atau .
Perorangan Dinas atau i 1 Unit
Kendaraan Dinas Jabatan atau ) Kgnde_]raan Dinas Jabatan yang 10.000,00
Kendaraan Dinas Jabatan Disediakan
Pengadaan Kendaraan Dinas Tersedianya I?engadaan . Jumlah Unit Kendaraan Dinas
. Kendaraan Dinas Operasional . .
Operasional atau Operasional atau 1 Unit
atau - 362.700.000,00
Lapangan L Lapangan yang Disediakan
apangan
. Jumlah Paket Mebel yang .
Pengadaan Mebel Tersedianya Pengadaan Mebel Disediakan 1 Unit 110.000.000.00
Pengadaan Peralatan dan Tersedianya Pengadaan \li/'ijens]:ﬁthirr]\Irt] F;ere;l:tan dan 1 Unit
Mesin Lainnya Peralatan dan Mesin Lainnya N vayang 1.800.000.000,00
Disediakan
Prosentase Permenuhan Jasa Tersedianya Permenuhan Prosentase Permenuhan Jasa
Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan Penunjang Urusan 20% 8.413.803.000,00
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah o
. Tersusunnya Laporan .
Penyediaan Jasa Surat Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan

Menyurat

Menyurat

Jasa Surat Menyurat

46.870.000,00




SASARAN STRATEGIS PEMDA SASARAN PERANGKAT DAERAH URAIAN
SASARAN OPD
RELEVAN DENGAN
N URAIAN SASTRAD :NE LEVAN UNIT URAIAN SASTRA PEMDA N NAMA SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA NILAI ANGGARAN
o SASARAN MENGGAMBARKA KERJA SASARAN DAN o PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM/KEGIATAN/SUB
STRATEGIS N MANDAT OPD MENGGAMBARKA KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN
N TUGAS DAN
FUNGSI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
. o Tersusunnya Laporan Jumlah Laporan Penyediaan
gﬁrrl]y:;irlaan Jasa Komunikasi, Penyediaan Jasa Jasa Komunikasi, Sumber 12 Laporan
Davya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air Daya Air dan Listrik yang p 670.000.000,00
Y dan Listrik yang Disediakan Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Tersusunnya Laporan Jumlah Laporan Penyediaan
Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Laporan
oot iyl 7.696.933.000,00
Kantor Umum Kantor yang Disediakan yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Tersedianya Permenuhan Prosentase Permenuhan
Penunjang Urusan Pelayanan Pemeliharaan Pelayanan Pemeliharaan 100% 2.317.000.000,00
Pemerintahan Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Terpenuhinya Kendaraan Jumlah Kendaraan Perorangan
Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Dinas atau Kendaraan Dinag
Kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan S 1 Unit 26.000.000,00
) - Jabatan yang Dipelihara dan
Perorangan Dinas atau yang Dipelihara dan dibavarkan Paiaknva
Kendaraan dibayarkan Pajaknya Y Jaknys
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa
Pemel!haraan, Bla_ya T(-_)rpenuhlnya_Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Pajak, dan Dinas Operasional atau Oberasional atau Lapangan
Perizinan Lapangan yang Dipelihara dan yapng Dipelhara dan%ibgyarkan 126 Unit 248.000.000,00
Kendaraan-Dinas Operasional dlbgy_arkan Pajak dan Pajak dan Perizinannya
atau Perizinannya
Lapangan
Pemghharaan PQaRg dp Terpenuhinya Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin .
Mesin : } } o 66 Unit 520.000.000,00
Lai Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara
ainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Terseqlanya e Jumlah Gedung Kantor dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi . .
Gedung Bangunan Lainnya yang 1 Unit 555.000.000,00
) Gedung Kantor dan Bangunan - . A
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tersed@nya S Jumlah Sarana dan
Sarana dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Prasarana Gedung Kantor
Sarana dan Prasarana ; 1 Unit 968.000.000,00
Prasarana Gedung Kantor atau atau Bangunan Lainnya yang
: Gedung Kantor atau o . AR
Bangunan Lainnya B . Dipelihara/Direhabilitasi
angunan Lainnya
Administrasi Keuangan dan Tersedianya Permenuhan Prosentase Permenuhan
Operasional Kepala Daerah Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi 100% 1.092.634.683,00

dan Wakil Kepala Daerah

Keuangan dan Operasional

Keuangan dan Operasional




SASARAN STRATEGIS PEMDA SASARAN PERANGKAT DAERAH URAIAN
SASARAN OPD
RELEVAN DENGAN
N URAIAN SASTRAD :NE —— UNIT URAIAN SASTRA PEMDA N NAMA SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA NILAI ANGGARAN
o SASARAN MENGGAMBARKA KERJA SASARAN DAN o PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM/KEGIATAN/SUB
STRATEGIS N MANDAT OPD MENGGAMBARKA KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN
N TUGAS DAN
FUNGSI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kepala Daerah
. . \ Terpenuhinya Orang yan Jumlah Orang yang Menerima
Eenyedlaan Gaiji dan Tur_uangan Menerima Cysaji dangl'znja%ngan Gaji dan Tunj(-:,alilgarg‘uj Kepala
epala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Daerah dan Wakil Kepala 2 Orang 1.092.634.683,00
Kepala Daerah Kepa a P
epala Daerah Daerah
Y 2 - Persentase Kontribusi Pajak
Meningkatny PROGRAM PENGELOLAAN Meningkatnya Potensi Pajak Daerah terhadap Pendapatan -50,35% 20.674.281.613.00
a Potensi PENDAPATAN DAERAH Daerah Asli Daerah - 84 Poin ToEm e

Pajak Daerah

- Nilai IKM

KEGIATAN PENGELOLAAN
PENDAPRATAN DAERAH

Tersusunnya Perencanaan
target pajak daerah
Tercapainya penerimaan
Pajak Daerah Bidang Pajak |
Tercapainya penerimaan
Pajak Daerah Bidang Pajak Il
Tertagihnya Piutang Pajak
Daerah

Jumlah Target Pajak Daerah
Jumlah penerimaan Pajak
Daerah Bidang Pajak |
Jumlah penerimaan Pajak
Daerah Bidang Pajak Il
Jumlah penerimaan piutang
pajak daerah

740.425.300.000,00
295.855.700.000,00
328.091.200.000,00

26.320.000.000,00

20.674.281.613,00

Perencanaan pengelolaan pajak

Tersusunnya Dokumen

Jumlah Dokumen Rencana

daerah Pencanaan Pengelolaan Pengelolaan Pajak Daerah 4 Dokumen 1.760.000.000,00
Pajak Daerah
An_al|sa dan Pengembangan Tersusunnya Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Analis
szerh serta Penyusunan [\naligPapfiNRacrah serta Pajak Daerah serta 3 Dokumen 1.385.010.613,00
o V! Pengembangan Pajak Daerah Pengembangan Pajak Daerah . . . !
Kebijakan & . - .
h dan Kebijakan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
Pajak Daerah.
Penyuluhan dan Tersusunnya Laporan Jumlah Laporan Pelaksanaan
Penyebarluasan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyuluhan dan
Kebijakan Pajak Daerah UPTD Penyebarluasan Kebijakan Penyebarluasan Kebijakan 12 Laporan 305.594.200,00
Wilayah | Soreang Pajak Daerah Pajak Daerah
Penyuluhan dan Tersusunnya Laporan Jumlah Laporan Pelaksanaan
Penyebarluasan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyuluhan dan
Kebijakan Pajak Daerah UPTD Penyebarluasan Kebijakan Penyebarluasan Kebijakan 12 Laporan 305.594.200,00
Wilayah 1l Dayeuhkolot Pajak Daerah Pajak Daerah
Penyuluhan dan Tersusunnya Laporan Jumlah Laporan Pelaksanaan
Penyebarluasan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyuluhan dan
Kebijakan Pajak Daerah UPTD Penyebarluasan Kebijakan Penyebarluasan Kebijakan 12 Laporan 305.594.200,00
Wilayah Il Ciparay Pajak Daerah Pajak Daerah
Penyuluhan dan Tersusunnya Laporan Jumlah Laporan Pelaksanaan
Penyebarluasan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyuluhan dan 12 Laporan 305.594.200,00

Kebijakan Pajak Daerah UPTD
Wilayah IV Majalaya

Penyebarluasan Kebijakan
Pajak Daerah

Penyebarluasan Kebijakan
Pajak Daerah




SASARAN STRATEGIS PEMDA SASARAN PERANGKAT DAERAH URAIAN
SASARAN OPD
RELEVAN DENGAN
N URAIAN SASTRAD :NE —— UNIT URAIAN SASTRA PEMDA N NAMA SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA NILAI ANGGARAN
o SASARAN MENGGAMBARKA KERJA SASARAN DAN o PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM/KEGIATAN/SUB
STRATEGIS N MANDAT OPD MENGGAMBARKA KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN
N TUGAS DAN
FUNGSI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Penyuluhan dan Tersusunnya Laporan Jumlah Laporan Pelaksanaan
Penyebarluasan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyuluhan dan
Kebijakan Pajak Daerah UPTD Penyebarluasan Kebijakan Penyebarluasan Kebijakan 12 Laporan 305.594.200,00
Wilayah V Rancaekek Pajak Daerah Pajak Daerah
Penyediaan Sarana dan Tersedianya Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana
Prasarana Prasarana Pengelolaan Pajak : 9 Unit 100.000.000,00
Pengelolaan Pajak Daerah Daerah Pengelolaan Pajak Daerah
an a4
Tersusunnya Laporan Hasil Jumlah Laporan Hasil
(F;z?gftaan dan, BEEgfaran Pepdataap dan Pendaftar.an Pepdataap dan Pendaﬂar.an 8 Laporan 2.950.000.000.00
Pajak Daerah Ob;ek Pajak D__aerah, Subjek Ob_jek Pajak Df;lerah, Subjek e
Pajak dan Wajib Pajak Daerah Pajak dan Wajib Pajak Daerah
. Tersusunnya Laporan Hasil Jumlah Laporan Hasil
Pengiin g clinaraan SR Pengolahan, Pemeliharaan Pengolahan, Pemeliharaan
Pelaporan Basis Data Pajak ; ! ; ’ 1 Laporan 1.200.410.000,00

Daerah

dan Pelaporan Basis Data
Pajak Daerah

dan Pelaporan Basis Data
Pajak Daerah

Penilaian Pajak Bumi dan
Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan
(PBBP2)

serta Bea Perolehan Hak atas
Tanah

dan Bangunan (BPHTB)

Terpenuhinya Objek Pajak
yang Disesuaikan NJOP nya

Jumlah Objek Pajak yang
Disesuaikan NJOP nya

2 Obyek Pajak

6.500.000.000,00

Tersusunnya Dokumen

Jumlah Dokumen Ketetapan

Pengawasan Pajak Daerah

Pengendalian dan

Pengendalian dan Pengawasan

Pengawasan Pajak Daerah

Pajak Daerah

Penetapan Wajib Pajak Daerah Ketetapan Pajak Daerah Pajak Daerah 1 Dokumen 900.000.000,00
Pelayanan dan Konsultasi'Pajak | Terpenuhinya Layanan dan Jumlah Layanan dan Konsultasi
Daerah Konsultasi Pajak Daerah Pajak Daerah 14 Layanan 200.000.000,00
Tersusunnya Data Pelaporan .
Penelitian dan Verifikasi Data Pajak Daerah yang Telah \IJDumIaE Data l?rellarp:%r?nkPiJak 2 Dok 654.000.000.00
Pelaporan Pajak Daerah Dilakukan Penelitian dan aeran yang le'an Lilakukan oKumen R
. } Penelitian dan Verifikasi
Verifikasi
Tersusunnya Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil
Penagihan Pajak Daerah Pelaksanaan Penagihan Pajak | Pelaksanaan Penagihan Pajak 1 Dokumen 1.979.000.000,00
Daerah Daerah
. . Tersusunnya Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil
Penyelesaian Keberatan Pajak Penyelesaian Keberatan Pajak Penyelesaian Keberatan Pajak 1 Dokumen 677.690.000,00
Daerah
Daerah Daerah
) ) Tersusunnya Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil
Pengendalian, Pemeriksaan Pemeriksaan serta Pemeriksaan serta
dan 1 Dokumen 1.520.200.000,00




SASARAN STRATEGIS PEMDA SASARAN PERANGKAT DAERAH URAIAN
SASARAN OPD
RELEVAN DENGAN
N URAIAN SASTRAD :ﬁ LEVAN UNIT URAIAN SASTRA PEMDA N NAMA SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA NILAI ANGGARAN
(o] SASARAN MENGGAMBARKA KERJA SASARAN DAN o PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM/KEGIATAN/SUB
STRATEGIS N MANDAT OPD MENGGAMBARKA KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN
N TUGAS DAN
FUNGSI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Pembinaan dan Pengawasan Tersusunnya Laporan Hasil Jumlah Laporan Hasil
Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan 1 Laporan 20.000.000,00

Pengelolaan Retribusi Daerah

Pengelolaan Retribusi Daerah

Pengelolaan Retribusi Daerah




RENCANA KERJA

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
h. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
i. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
b. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian‘Perangkat Daerah
a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
c. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
d. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
e. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan Bahan/Material

S@ ™~ 0o a0 T oo

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
j. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

D ——



RENCANA KERJA

d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
9. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
B. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
a. Perencanaan pengelolaan pajak daerah
b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak
Daerah
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah |
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah I
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah Il

~ o a o

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah IV
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah V

©

Rancaekek Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

h. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

i. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

j- Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

k. Penetapan Waijib Pajak Daerah

I.  Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

m. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

>

Penagihan Pajak Daerah
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

2 T O

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

D ——



Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

ape

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Bandung

2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN - . Dana Transfer .

0 PEMERINTAHAN DAERAH j 2!:; 3:]'::: Kondisi Baik Baﬁ:ﬂ « 8_4ég - 79.640.674.087,00 | Umum-Dana Alokasi | PD '_aggpg(')“ 89197 554.977 44
KABUPATEN/KOTA 9 y Umum ’ e
Perencanaan, Penganggaran, dan Dana Transfer

20 s Prosentase Permenuhan Pelayanan Kab. o i . o
1 Evaluasi Kinerja Perangkat Administrasi Kinerja perangkat daerah Bandung 100% 996.035.000,00 | Umum-Dana Alokasi PD 100% 1.115.559.200,00
Daerah Umum
Dana Transfer
2.0 Penyusunan Dokumen Perencanaan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kab. .
1 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Bandung 4 Dokumen 600.000.000,00 Um”m'grf]ﬂfn Alokasi PD 4 Dokumen 672.000.000,00
20 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Kab Dana Transfer
) Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen ' 1 Dokumen Umum-Dana Alokasi PD 1 Dokumen
1 RKA-SKPD RKA-SKPD Bandung 20.000.000,00 Umum 22.400.000,00
20 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab Dana Transfer
. Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan ‘ 1 Dokumen Umum-Dana Alokasi PD 1 Dokumen
! Perubahan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD Bandung 205g0-000,00 Umum 22.400.000,00
L Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Dana Transfer
20 Koordinasi dan Penyusunan DPA . N Kab. .
1 SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Bandung 1 Dokumen 20.000.000,00 Umum-Dana Alokasi PD 1 Dokumen 22.400.000,00
DPA-SKPD Umum
L Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dana Transfer
20 Koordinasi dan Penyusunan . - Kab. .
1 Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Bandung 1 Dokumen 20.000.000,00 Umum-Dana Alokasi PD 1 Dokumen 22.400.000,00
Dokumen Perubahan DPA-SKPD Umum
20 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kab Dana Transfer
1 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Ikhtisar Reall§a3| Kln.erja‘SKPD dan Bandung 12 Laporan 212.000.000,00 Umum-Dana Alokasi PD 12 Laporan 237.440.000,00
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Umum




2 3 4 5 6 7 8 9 10
Realisasi Laporan Capaian Kinerja dan |khtisar
Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
S Dana Transfer
20 D Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Kab. .
1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Bandung 1 Laporan 20.000.000,00 Umum-LIJDr‘;:lqr:jz;\n Alokasi PD 1 Laporan 22.400.000,00
. Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Dana Transfer
2.0 Penyelenggaraan Walidata . o Kab.Bandun ) .
1 Pendukung Statistik Sektoral Daerah \éV:g:iaar:a Pendukung Statistik Sektoral 9 1 Dokumen 34.035.000,00 Umum B;r;?n Alokasi PD 1 Dokumen 38.119.200,00
Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Dana Transfer
20 Pelaksanaan Pengumpulan Data . S . Kab.Bandun .
1 Statistik Sektoral Daerah Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup 9 44 Data 50.000.000,00 Umum-Dana Alokasi PD 44 Data 56.000.000,00
Perangkat Daerah Umum
- . Prosentase Permenuhan Pelayanan Dana Transfer
2.0 Administrasi Keuangan Perangkat o . Kab. o i . o
2 Daerah 3:::::1'5"“' Keuangan perangkat Bandung Fo0% 60.610.941.404,00 | UmMum 3:1111““35' PD 100% 67.884.254.372,48
. . . . . Dana Transfer
2.0 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Kab. ) .
2 ASN Tunjangan ASN Bandung | 10" OPNOPAN 1 6 495.041.40400 | UmurDane Mokasi - FD 96 Orang/oulan 67.755.454.372,48
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
L 4 L Dana Transfer
2.0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan | SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. G Umum-Dana Alokasi PD 1 Laporan
2 Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Bandung P 55.000.000,00 U P 61.600.000,00
Tahun SKPD mum
20 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Kab Dana Transfer
; Tanggapan Pemeriksaan dan ‘ 1"Dokumen 5:000.000,00 Umum-Dana Alokasi PD 1 Dokumen
2 . ) . . Bandung 5.600.000,00
Pemeriksaan Tindak Lanjut Pemeriksaan Umum
Koordinasi dan Penyusunan Laporan | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Dana Transfer
2.0 Keuangan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kab. 18 Laboran Umum-Dana Alokasi PD 18 Laboran
2 Bulanan/Triwulanan/Semesteran Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bandung P 55.000.000,00 Umum P 61.600.000,00
SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
2.0 Administrasi Barang Milik Daerah | Prosentase Permenuhan Pelayanan Kab Dana Transfer
: pada Administrasi Barang Milik Daerah pada ' 100% Umum-Dana Alokasi PD 100%
3 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Bandung 153.000.000,00 Umum 171.360.000,00




2 3 4 5 6 7 8 9 10
20 Penyusunan Perencanaan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Kab Dana Transfer
. Kebutuhan Barang Milik Daerah ’ 1 Dokumen Umum-Dana Alokasi PD 1 Dokumen
3 Daerah SKPD SKPD Bandung 90.000.000,00 Umum 100.800.000,00
20 Pembinaan, Pengawasan, dan étéwlzt;vléasgﬁradnarasn Pembinaan, Kab Dana Transfer
, Pengendalian Barang 9 - " ' 1.Laporan Umum-Dana Alokasi PD 1 Laporan
3 - Pengendalian Barang Milik Daerah pada Bandung 63.000.000,00 70.560.000,00
Milik Daerah pada SKPD SKPD Umum
- . . Prosentase Permenuhan Pelayanan Dana Transfer
20 Administrasi Kepegawaian o . . Kab. " i . o
5 Perangkat Daerah :;i:::;‘lstraSI Kepegawaian perangkat Bandung 100% 1.070.000.000,00 | Umum l?r:\':ﬁn Alokasi PD 100% 1.198.400.000,00
N N . Dana Transfer
2.0 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kab. .
5 Atribut Kelengkapannya Kelengkapannya Bandung efyoket 265.000.000,00 Um”mﬁ;ﬂ‘;‘n Alokasi PD 2 Paket 296.800.000,00
2.0 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Kab. 1 Dokumen Umla;rlggr:aan/-s\lfslr(asi PD 1 Dokumen
5 Kinerja Pegawai Penilaian Kinerja Pegawali Bandung 53.000.000,00 Umum 59.360.000,00
2.0 , _ _ . . Kab Dana Transfer
5 Pemulangan Pegawai yang Pensiun | Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan Bandung 1 Orang 50.000.000,00 Umum-B:qr:j?n Alokasi PD 1 Orang 56.000.000,00
- . . Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Dana Transfer
20 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai . - o Kab. .
5 Berdasarkan Tugas dan Fungsi Funge! yang Mengikuti Pendidian dan Bandung 180 Orang 150.000.000,00 | Umumpanaflokasi | FD 180 Orang 168.000.000,00
. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Dana Transfer
20 Sosialisasi Peraturan Kab. .
5 Perundang-Undangan Peraturan Bandung 180 Orang 55200000000 | Umum-Dana Alokasi | PD 180 Orang 618.240.000,00
Perundang-Undangan Umum
- . Dana Transfer
2.0 Administrasi Umum Perangkat Prosentase Permenuhan Pelayanan Kab. ) i . o
6 Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Bandung 100% 2.714.550.000,00 | YUmum B;TLA'WS' PD 100% 3.040.296.000,00
20 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi Kab Dana Transfer
6 Listrk/Penerangan Bangunan Kantor | DoUKF enerangan Bangunan Kantoryang | - gapyng 1 Paket 21500000000 | UmurmDana Alokast - PD 1 Paket 240.800.000,00




2 3 4 5 6 7 8 9 10
. Dana Transfer
2.0 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Kab. .
6 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Bandung 5 Paket 557.000.000,00 Umum-B:qr:j;Alokam PD 5 Paket 623.840.000,00
. Dana Transfer
20 Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Kab. ) .
6 Tangga yang Disediakan Bandung 3 Paket 406.800.000,00 | UmumDana Aokast - PD 3 Paket 455.616.000,00
- Dana Transfer
2.0 . - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Kab. .
6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Bandung 1 Paket 710.000.000,00 Umum-llJ)r?]r:J?n Alokasi PD 1 Paket 795.200.000,00
. Dana Transfer
2.0 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kab. ) .
6 Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Bandung et 190.000.000,00 Umum B;TJ?nAbkas' PD 1 Paket 212.800.000,00
20 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Kab Dana Transfer ‘
6 Peraturan Perundang-undangan Bie;:;‘;;ignPer“”dang'U”danga” yang Bandung A" 40.000.000,00 Um”mﬁ;ﬁ; Alokasi PD 4 Dokumen 44.800.000,00
. Dana Transfer
20 . ! Jumlah Paket Bahan/Material yang Kab. .
6 Penyediaan Bahan/Material Disediakan Bandung 1 Paket 235.750.000,00 Umum-l'l?r\jlqr:;':\n Alokasi PD 1 Paket 264.040.000,00
20 Kab Dana Transfer
6 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Bandung 12 Laporan 50.000.000,00 Umum-LIJDr?11rl1j€:1n Alokasi PD 12 Laporan 56.000.000,00
- Dana Transfer
2.0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kab. ) .
6 dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Bandung [ZEIY 300.000.000,00 | Umum Br?]ﬂ?n Alokasi | PD 12 Laporan 336.000.000,00
R Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dana Transfer
2.0 Penatausahaan Arsip Dinamis pada L Kab. .
6 SKPD g;zsgls pada Bandung 1 Dokumen 10000.000,00 Umum-llj)r?]r;?n Alokasi PD 1 Dokumen 11.200.000,00
2.0 Pengadaan Barang Milik Daerah Prosentase Permenuhan Pengadaan Kab Dana Transfer
. Penunjang Urusan Pemerintah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan ' 20% Umum-Dana Alokasi PD 100%
7 Daerah Pemerintah Daerah Bandung 2.272.710.000,00 Umum 2.545.435.200,00
20 Pengadaan Kendaraan Perorangan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Kab Dana Transfer
% Dinas atau atau Ban du.n 1 Unit 10.000,00 Umum-Dana Alokasi PD 1 Unit 11.200.00
Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 9 Umum U




2 3 4 5 6 7 8 9 10
20 Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Kab Dana Transfer
. Operasional atau atau ' 1 Unit Umum-Dana Alokasi PD 1 Unit
7 Lapangan L apangan yang Disediakan Bandung 362.700.000,00 Umum 406.224.000,00
20 Kab Dana Transfer
7 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Bandung 1 Paket 110.000.000,00 Umum-LIJDr:a11rl1jz;1n Alokasi PD 1 Unit 123.200.000,00
. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Dana Transfer
2.0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Kab. ) . .
7 Lainnya yang Bandung g 1.800.000.000,00 | Umum-DanaAlokasi | PD 1 Unit 2.016.000.000,00
Disediakan Umum
Penyediaan Jasa Penunjang . Dana Transfer
2.0 Prosentase Permenuhan Jasa Penunjang Kab. .
8 Urusan Urusan Pemerintah Daerah Bandung o0 8.413.803.000,00 | Umum-DanaAlokasi | PD 100% 9.423.459.360,00
Pemerintahan Daerah Umum
. Dana Transfer
2.0 . Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Kab. .
8 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Menyurat Bandung 12 Laporan 46.870.000,00 Umum-llj):qﬁ; Alokasi PD 12 Laporan 52.494.400,00
20 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab Dana Transfer
8 Sumber . Komun!kas!, Sumber Daya Air dan Listrik Bandung 12 Laporan 670.000.000,00 Umum-Dana Alokasi PD 12 Laporan 750.400.000,00
Daya Air dan Listrik yang Disediakan Umum
. . Dana Transfer
2.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. ) .
8 Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Bandung vaiporan 7696.933.00000 | UmirDanasokast PO 12 Laporan 8.620.564.960,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dana Transfer
20 . . Prosentase Permenuhan Pelayanan Kab. o i . o
9 gi’e‘:':t‘la"g Urusan Pemerintahan | o cliharaan Barang Milik Daerah Bandung 100% 2.317.000.000,00 | YMum 3;'5“““35' PD 100% 2.595.040.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
20 Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kab Dana Transfer
9 Pemellharaan.dan Pajak Kendaraan Kendgraan Dinas J.abatan yang Dipelihara Bandung 1 Unit 26.000.000,00 Umum-Dana Alokasi PD 1 Unit 29.120.000,00
Perorangan Dinas atau Kendaraan dan dibayarkan Pajaknya Umum
Dinas Jabatan
20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kab Dana Transfer
: Biaya Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan ' 126 Unit Umum-Dana Alokasi PD 126 Unit
9 Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Pajak dan Perizinannya Bandung 248.000.000,00 Umum 277.760.000,00




Urusan/Bidang Urusan

Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)

BADANPENRARATAN RAGHAHARP YN AAN

(Tahun Rencana)

Kode Rekening Pemerintahan Daerah dan IndlkatorsKlnTrjha: rogram/Kegiatan Sumber Dana g:;at?:n
Program/Kegiatan BBl G e Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/ N9 | Target Capaian Kebutuhan Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja [Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
. . I Dana Transfer
20 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Kab. . ) . .
2{1 9 | 8| Lainnya Dipelihara Bandung 66 Unit 52000000000 | UmumDana Aokast PO 66 Unit 582.400.000,00
. I Dana Transfer
2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kab. . ) . .
211 "9 | ® | Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelinara/Direhabiltasi Bandung e 555.000.00000 | M DanaAokast - PD 1 Unit 621.600.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Dana Transfer
21 20 | 1 dan Kantor atau Bangunan Lainnya yang Kab. 1 Unit Umum-Dana Alokasi PD 1 Unit
9 0 | Prasarana Gedung Kantor atau oo . . Bandung 968.000.000,00 1.084.160.000,00
. Dipelihara/Direhabilitasi Umum
Bangunan Lainnya
21 Administrasi Keuangan dan Prosentase Permenuhan Pelayanan Kab Dana Transfer
211 ) 0 | Operasional Kepala Daerah dan Administrasi Keuangan dan Operasional ’ 100% Umum-Dana Alokasi PD 100%
! Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bandung 1.092.634.683,00 Umum 1.223.750.844,06
21 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Kab Dana Transfer
211 1 1 | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Bandung 2 Orang 1.092.634.683,00 Umum-Dana Alokasi PD 2 Orang 1.223.750.844.96
Daerah Daerah Umum
- Persentase Kontribusi Pajak Daerah Dana Transfer
PROGRAM PENGELOLAAN . Kab. 51,43% . -50,40%
2141 © | | pENDAPATAN DAERAH torhadap pendapatan Asli Dacrah Bandung 84% 20674.281613,00 | UmumDana Alokast | D 84,5 Poin 23.155.195.406,56
Jumlah Target Pajak Daerah
Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang 740.425.300.000,00
2|4l 20 |, | Kegiatan Pengelolaan pendapatan | Pajak Kab. 295,855.700,000,00 naTranster | o | meraacenonnes
1 Daerah Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Bandung 328.091.200.000,00 20.674.281.613,00 "829. 0NN NON. 23.155.195.406,56
. Umum 337.933.900.000,00
Pajak II 26.320.000.000,00
. . . 25.760.000.000,00
Jumlah penerimaan piutang pajak daerah
) Dana Transfer
2.0 Perencanaan pengelolaan pajak Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kab. ) .
20417 || daeran Pajak Daerah Bandung 4 Dokumen 1760.000.000,00 | Umum Brf]ﬂfnmkas' PD 4 Dokumen 1.971.200.000,00
20 Analisa dan Penaembanaan Paiak Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Kab Dana Transfer
214 ) 2 9 9 | Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah ‘ 3 Dokumen Umum-Dana Alokasi PD 3 Dokumen
1 Daerah, serta Penyusunan . ; Bandung 1.385.010.613,00 1.551.211.886,56
dan Kebijakan Pajak Daerah Umum




Kebijakan

Pajak Daerah.
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Dana Transfer
2.0 Penyuluhan dan Penyebarluasan . . Kab. .
1 Kebijakan Pajak Daerah dan Penyebarlua§an Kebijakan Pajak Bandung 12 Laporan 305.594.200,00 Umum-Dana Alokasi PD 12 Laporan 342.265.504,00
Daerah UPTD Wilayah | Soreang Umum
20 Penyuluhan dan Penyebarluasan Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kab Dana Transfer
. S . dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak ' 12 Laporan Umum-Dana Alokasi PD 12 Laporan
1 Kebijakan Pajak Daerah Daerah UPTD Wilayah Il Dayeuhkolot Bandung 305.594.200,00 Umum 342.265.504,00
20 Penyuluhan dan Penyebarluasan Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kab Dana Transfer
1 Kebijakan Pajak Daerah dan Penyebarlua§an Kebljakan Pajak Bandung 12/Laporan 305.594.200,00 Umum-Dana Alokasi PD 12 Laporan 342.265.504,00
Daerah UPTD Wilayah Ill Ciparay Umum
20 Penyuluhan dan Penyebarluasan Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kab Dana Transfer
1 Kebijakan Pajak Daerah dan Penyebarlua§an Kebljakqn Pajak Bandung 12 Laporan 305.594.200,00 Umum-Dana Alokasi PD 12 Laporan 342.265.504.00
Daerah UPTD Wilayah IV Majalaya Umum
20 Penyuluhan dan Penyebarluasan Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kab Dana Transfer
) % . dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak ’ 12 Laporan Umum-Dana Alokasi PD 12 Laporan
1 Kebijakan Pajak Daerah Daerah UPTD Wilayah V Rancaekek Bandung 305.594.200,00 Umum 342.265.504,00
. Dana Transfer
20 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kab. | . .
1 Pengelolaan Pajak Daerah Pajak Daerah Bandung R 100.000.000,00 | UmumpanaAlokast | FD 9 Unit 112.000.000,00
. Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Dana Transfer
2.0 Pendataan dan Pendaftaran Objek : . . Kab. .
1 Pajak Daerah Pepdaftaran C.).bjek Eajak Daerah, Subjek Bandung 8 Laporan 2.250,000.000,00 Umum-Dana Alokasi PD 8 Laporan 2520.000.000,00
Pajak dan Wajib Pajak Daerah Umum
. Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Dana Transfer
2.0 Pengolahan, Pemeliharaan, dan ) . Kab. .
1 Pelaporan Basis Data Pajak Darah Pemellharaan, dan Pelaporan Basis Data Bandung 1 Laporan 1.200.410.000,00 Umum-Dana Alokasi PD 1 Laporan 1.344.459.200,00
Pajak Daerah Umum
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
2.0 Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan Kab Dana Transfer
1 serta Bea Perolehan Hak atas Tanah | NJOP nya Bandung 2 Obyek Pajak 6.500.000.000,00 Um“m'ga”a Alokasi | PD 2 Obyek Pajak 7.280.000.000,00
mum
dan Bangunan (BPHTB)
20 Kab Dana Transfer
1 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Bandung 1 Dokumen 900.000.000,00 Umum-Dana Alokasi PD 1 Dokumen 1.008.000.000,00

Umum




2 3 4 5 6 7 8 9 10
o - Dana Transfer
2.0 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Kab. .
1 Daerah Daerah Bandung 14 Layanan 200.000.000,00 | UmurmDana Alokasi - FD 14 Layanan 224,000.000,00
. I . Dana Transfer
20 Penelitian dan Verifikasi Data Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Kab. ) .
1 Pelaporan Pajak Daerah Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Bandung QDokumen 654.000.000,00 Umum B;E%Abkaﬁ PD 2 Dokumen 732.480.000,00
. Dana Transfer
20 . . Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kab. .
1 Penagihan Pajak Daerah Penagihan Pajak Dacrah Bandung Pgen 1.979.000.000,00 Um“m'B;:% Alokasi | PD 1 Dokumen 2216.480.000,00
. . . . Dana Transfer
20 Penyelesaian Keberatan Pajak Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Kab. .
1 Daerah Keberatan Pajak Daerah Bandung gimen 677.690.000,00 Um“m'B;’l‘J?n Alokasi PD 1 Dokumen 759.012.800,00
20 Pengendalian, Pemeriksaan dan Jumlah Dokumgn Hasil Pemeriksaan Kab Dana Transfer ‘
1 Pengawasan Pajak Daerah sDzr(t:aiengendallan dan Pengawasan Pajak Bandung 1 Dokumen 1.520.200.000,00 Umum-llj)slqr;z:\n Alokasi PD 1 Dokumen 1.702.624.000,00
. . . Dana Transfer
2.0 Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Kab. .
1 Pengelolaan Retribusi Daerah Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Bandung 1 Laporan 20.000.000,00 Umum-B;:;Alokam PD 1 Laporan 22.400.000,00

ID/AI L=

RENJA 2025 BAPENDA - 84




RENCANA KERJA

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah disusun 1 (satu)
tahun sekali dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat
Daerah, Sasaran RKPD dan capaian kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Bandung.
Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang menjadi prioritas daerah harus
mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah mencakup program, kegiatan,
indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima
manfaat.

Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Pada Tahun 2025
dapat dilihat pada Tabel IV.1 berikut ini :




Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025

N | sasara Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan
Kode Rekening Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sumber Dana Penti
2 n Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/ enting
Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN _ . Dana Transfer
1 21/ o PEMERINTAHAN DAERAH P ondiaffe g -84 poin 79.640.674.087,00 | Umum-Dana Alokasi |  PD
KABUPATEN/KOTA g ’ Umum
Dana Transfer
5 2| 1 2.0 Perenca_na_an, I_’enganggaran, dan Prosgn_tase If’en:mer:nuhan Pelayanan Kab. 100% 996.035.000,00 | Umum-Dana Alokasi PD
. 1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Kinerja perangkat daerah Bandung
Mening Umum
katnya Dana Transfer
3 | akunta 1K 2.0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Kab. 4 Dokumen 600.000.000,00 | Umum-Dana Alokasi PD
o 1 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Bandung
bilitas Umum
kinerja 20 Koordinasi dan Penvusunan Dokumen Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Kab Dana Transfer
4 | urusan 211 . y Hasil Koordinasi Penyusunan‘Dokumen ' 1 Dokumen 20.000.000,00 | Umum-Dana Alokasi PD
. 1 RKA-SKPD Bandung
pemeri RKA-SKPD Umum
ntahan 20 Koordinasi dan Penvusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab Dana Transfer
5 | bidang 211 1 Perubahan RKA-SKBI/DD dan Laporan Hasil.Koordinasi Penyusunan Ban du.n 1 Dokumen 20.000.000,00 | Umum-Dana Alokasi PD
keuang Dokumen Perubahan RKA=SKPD 9 Umum
an 20 Koordinasi dan Penvusunan DPA Jumlah Dokumen DPA-SKPD-dan-Laporan Kab Dana Transfer
6 211 ) y Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen ‘ 1 Dokumen 20.000.000,00 | Umum-Dana Alokasi PD
1 SKPD Bandung
DPA-SKPD Umum
20 Koordinasi dan Penvusunan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Kab Dana Transfer
7 211 1 Perubahan DPA-SKBIQ’D dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Ban du.n 1 Dokumen 20.000.000,00 [ Umum-Dana Alokasi PD
Dokumen Perubahan DPA-SKPD 9 Umum

—




Urusan/Bidang Urusan

PE
Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana;

PATAN DAERAH KABU

NS[RSasara Kode Rekening Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sumber Dana gatatgan
e n Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/ enting
Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
20 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kab Dana Transfer
8 211 1 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Ban du.n 12 Laporan 212.000.000,00 | Umum-Dana Alokasi PD
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 9 Umum
Realisasi Kinerja SKPD
y Dana Transfer
9 2| 1] 20 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumiah Laporan Evaluggl s Kab. 1 Laporan 20.000.000,00 | Umum-Dana Alokasi |  PD
1 Perangkat Daerah Bandung Umum
. Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Dana Transfer
10 2 1] 20 Penyelenggaraan Walidata Pendukung | \vzi4ata Pendukung Statistik Sektoral Kab. 1 Dokumen 34.035.000,00 | Umum-Dana Alokasi |  PD
1 Statistik Sektoral Daerah Bandung
Daerah Umum
- Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Dana Transfer
11 2| 1] 20 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik | "o\ Dikumpulkan dan Diperiksa Kab. 44 Data 50.000.000,00 | Umum-Dana Alokasi |  PD
1 Sektoral Daerah . Bandung
Lingkup Perangkat Daerah Umum
. . Prosentase Permenuhan Pelayanan Dana Transfer
12 21|20 Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan perangkat Kab. 100% 60.610.941.404,00 | Umum-Dana Alokasi |  PD
2 Daerah Bandung
daerah Umum
. . Dana Transfer
13 2| 1] 20 Penyediaan Gaj dan Tunjangan ASN Jusih 10 R0 elenna G Bl Kab. 105 Orang/bulan 60.495.941404,00 | Umum-Dana Alokasi |  PD
2 Tunjangan ASN Bandung
Umum, PAD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Dana Transfer
14 2| 1 2.0 Koordinasi danl Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koord|na3|_ Kab. 1 Laporan 55.000.000,00 | Umum-Dana Alokasi D
2 Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Bandung U
mum
Tahun SKPD
20 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Kab Dana Transfer
15 211 i Tanggapan Pemeriksaan dan ' 1 Dokumen 5.000.000,00 | Umum-Dana Alokasi PD
2 . ) . , Bandung
Pemeriksaan Tindak Lanjut Pemeriksaan Umum

—




Urusan/Bidang Urusan

PE
Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana;

PATAN DAERAH KABU

NS[RSasara Kode Rekening Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sumber Dana gatatgan
e n Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/ enting
Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumiah Laporan Keuangan Bulanan/
20 Keuanaan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Kab Dana Transfer
16 211 i gan, Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan ' 18 Laporan 55.000.000,00 [ Umum-Dana Alokasi PD
2 Bulanan/Triwulanan/Semesteran Bandung
SKPD Keuangan . Umum
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- . - Prosentase Permenuhan Pelayanan Dana Transfer
17 2[1] 20 Administrasi Barang Milik Daerah pada | 4 inictrasi Barang Milik Daerah pada | , K2 100% 153.000.000,00 | Umum-Dana Alokasi | PD
3 Perangkat Daerah Bandung
Perangkat Daerah Umum
20 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Kab Dana Transfer
18 211 3 Barang Milik Daerah Bandu.n 1 Dokumen 90.000.000,00 [ Umum-Dana Alokasi PD
Daerah SKPD SKPD g Umum
20 Pembinaan, Pengawasan, dan ;Lérrr]llzr;v:gcr)]radnaraﬁl Jombinaan, Kab Dana Transfer
19 211 . Pengendalian Barang 9 - - ‘ 1 Laporan 63.000.000,00 | Umum-Dana Alokasi PD
3 " Pengendalian Barang Milik Daerah pada Bandung
Milik Daerah pada SKPD SKPD Umum
20 Administrasi Kepeaawaian Peranakat Prosentase Permenuhan Pelayanan Kab Dana Transfer
20 201 % Peg g Administrasi Kepegawaian perangkat ' 100% 1.070.000.000,00 | Umum-Dana Alokasi PD
5 Daerah Bandung
daerah Umum
. . . | Dana Transfer
21 2| 1 2.0 Pepgadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Paket.Pakaian Dinas-Beserta Kab. 2 Paket 265.000.000,00 | Umum-Dana Alokasi PD
5 Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapannya Bandung Umum
. . - Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, Dana Transfer
22 2120 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian dan Kab. 1 Dokumen 5300000000 | Umum-DanaAlokasi | PD
5 Kinerja Pegawai D . Bandung
Penilaian Kinerja Pegawai Umum
2.0 Jumlah Pegawai Pensiun yan Kab Dana Transfer
23 211 i Pemulangan Pegawai yang Pensiun ! 9 yang ‘ 1 Orang 50.000.000,00 | Umum-Dana Alokasi PD
5 Dipulangkan Bandung Umum

—




Urusan/Bidang Urusan

PE
Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana;

PATAN DAERAH KABU

NS[RSasara Kode Rekening Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sumber Dana gatatgan
e n Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/ enting
Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. . . Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Dana Transfer
24 211 20 Pendidikan dan Pelatihan Penga| Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Kab. 180 Orang 150.000.000,00 | Umum-Dana Alokasi PD
5 Berdasarkan Tugas dan Fungsi . Bandung
Pelatihan Umum
o Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Dana Transfer
25 21|20 Sosialisasi Peraturan Peraturan Kab. 180 Orang 552.000.000,00 | Umum-DanaAlokasi |  PD
5 Perundang-Undangan Bandung
Perundang-Undangan Umum
- . Dana Transfer
26 2| 1 2.0 Administrasi Umum Perangkat Prosgn_tase I_’ermenuhan Pelayanan Kab. 100% 2.714.550.000,00 | Umum-Dana Alokasi PD
6 Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Bandung Umum
20 Penvediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi Kab Dana Transfer
27 211 . eny P Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang ' 1 Paket 215.000.000,00 | Umum-Dana Alokasi PD
6 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor o Bandung
Disediakan Umum
. Dana Transfer
)8 2| 1 2.0 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket ‘Peralatan . dar_l Kab. 5 Paket 557.000.000,00 Umum-Dana Alokasi PD
6 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Bandung Umum
Dana Transfer
29 2 1] 20 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | »umiah Paket Peralatan Rumah Tangga | _Kab. 3 Paket 406.800.000,00 | Umum-Dana Alokasi |  PD
6 yang Disediakan Bandung Umum
L Dana Transfer
30 2| 1] 20 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah” Paket “Bahan “logistik Kantor Kab. 1 Paket 710.000.000,00 | Umum-Dana Alokasi |  PD
6 yang Disediakan Bandung Umum
, Dana Transfer
31 1K 2.0 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang.Cetgkan dan Kab. 1 Paket 190.000.000,00 | Umum-Dana Alokasi D
6 Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Bandung Umum
20 Penvediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Kab Dana Transfer
32 211 i y Peraturan Perundang-Undangan yang ' 4 Dokumen 40.000.000,00 | Umum-Dana Alokasi PD
6 Peraturan Perundang-undangan Disediakan Bandung Umum

—




Urusan/Bidang Urusan

PE
Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana;

PATAN DAERAH KABU

': Sazara Kode Rekening Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan - Sumber Dana (P:::\at::;
Progrmy e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. Dana Transfer
33 211 20 Penyediaan Bahan/Material Jl.Jmla.h Paket Bahan/Material yang Kab. 1 Paket 235.750.000,00 | Umum-Dana Alokasi PD
6 Disediakan Bandung Umum
20 Kab Dana Transfer
34 211 6 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Ban du.ng 12 Laporan 50.000.000,00 | Umum-Dana Alokasi PD
Umum
o Dana Transfer
2.0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kab. ) .
35 21 6 dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Bandung 12 Laporan 300.000.000,00 | Umum Br?]:?nAlokaa PD
. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dana Transfer
36 2| 1] 20 Penatausahaan Arsip Dinamis pada Dinamis pada Kab. 1 Dokumen 10.000.000,00 | Umum-Dana Alokasi |  PD
6 SKPD Bandung
SKPD Umum
- Prosentase Permenuhan Pengadaan Dana Transfer
37 21|20 Pengadaan Barang Milik Daerah Barang Milik Dacrah Penunjang Urusan | - <20 20% 2.272.710.000,00 | Umum-Dana Alokasi |  PD
7 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah : Bandung
Pemerintah Daerah Umum
20 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas ;tgzlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Kab Dana Transfer
38 211 . atau . ' 1 Unit 10.000,00 | Umum-Dana Alokasi PD
7 . Kendaraan Dinas.Jabatan.yang Bandung
Kendaraan Dinas Jabatan - ¥ Umum
Disediakan
20 Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Kab Dana Transfer
39 211 i Operasional atau atau ‘ 1 Unit 362.700.000,00 | Umum-Dana Alokasi PD
7 o Bandung
Lapangan Lapangan yang Disediakan Umum
20 Kab Dana Transfer
40 211 7 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Ban du.ng 1 Unit 110.000.000,00 [ Umum-Dana Alokasi PD
Umum
20 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Kab Dana Transfer
41 211 7 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | yang B ' 1 Unit 1.800.000.000,00 | Umum-Dana Alokasi PD
L andung
Disediakan Umum

—




Urusan/Bidang Urusan

PE
Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana;

PATAN DAERAH KABU

': Sazara Kode Rekening Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan - Sumber Dana (P:::\at::;
ProgamCegatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. . Dana Transfer
12 2| 1 2.0 Penyeqlaan Jasa Penunjang Urusan Prosen_tase Permenuhan J_asa Kab. 100% 8.413.803.000,00 | Umum-Dana Alokasi PD
8 Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bandung Umum
. Dana Transfer
43 211 20 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumiah Laporan Penyedigaliiggsa Surat Kab. 12 Laporan 46.870.000,00 | Umum-Dana Alokasi PD
8 Menyurat Bandung Umum
. I Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Dana Transfer
a4 2| 1]20 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber | 1o nikai Sumber Daya Al dan Listrik Kab. 12 Laporan 670.000.000,00 | Umum-Dana Alokasi |  PD
8 Daya Air dan Listrik o Bandung
yang Disediakan Umum
. . Dana Transfer
45 1K 2.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan .Jasg Kab. 12 Laporan 7.696.933.000,00 | Umum-Dana Alokasi PD
8 Kantor Pelayanan Umum/Kantor yang Disediakan Bandung Umum. PAD
20 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Prosentase Permenuhan Pelavanan Kab Dana Transfer
46 21 . Penunjang Urusan Pemerintahan . | Feay ) 100% 2.317.000.000,00 | Umum-Dana Alokasi PD
9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Bandung
Daerah Umum
20 Egnmy;i(:::?:aia;:npsg‘]i T;:Q}gﬁya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kab Dana Transfer
47 211 i . ) Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara ' 1 Unit 26.000.000,00 [ Umum-Dana Alokasi PD
9 Perorangan Dinas atau Kendaraan ; . Bandung
) dan dibayarkan Pajaknya Umum
Dinas Jabatan
20 Eznmyjﬁ::f:a\;a;aaz im(?::ag:ﬁ;’ngfya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kab Dana Transfer
48 211 i » Fajax, gan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan ‘ 126 Unit 248.000.000,00 | Umum-Dana Alokasi PD
9 Kendaraan Dinas Operasional atau . h Bandung
L Pajak dan Perizinannya Umum
apangan
. . o Dana Transfer
49 2] 1 2.0 Pe.mellharaan Peralatan dan Mesin nglgh Peralatan dan Mesin Lainnya yang Kab. 66 Unit 520.000.000,00 | Umum-Dana Alokasi PD
9 Lainnya Dipelihara Bandung Umum

—




Urusan/Bidang Urusan

PE
Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana;

PATAN DAERAH KABU

NS[RSasara Kode Rekening Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sumber Dana gatatgan
e n Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/ enting
Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. I Dana Transfer
2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kab. . .
>0 2|1 9 Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Bandung 1 Unit 565.000.000,00 Umum-ggz?nAlokaa PD
20 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kab Dana Transfer
51 211 9 Prasarana Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya yang Ban du'n 1 Unit 968.000.000,00 | Umum-Dana Alokasi PD
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi 9 Umum
21 Administrasi Keuangan dan :Loni?nr]itsat::;e}(gz:ug:n dl;’:layanan Kab Dana Transfer
52 21 1 Operasional Kepala Daerah dan Wakil 0 ional Keal % h dan Wakil Band ‘ 100% 1.092.634.683,00 | Umum-Dana Alokasi PD
Kepala Daerah perasional Kepala Daerah dan Waki andung Umum
Kepala Daerah
. , . Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Dana Transfer
53 211 21'1 BZZ{:E '222 \?szll(i?aKr;;-;gJ%nag;g# epala Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Baﬁz%ng 2 Orang 1.092.634.683,00 [ Umum-Dana Alokasi PD
Kepala Daerah Umum
- Persentase Kontribusi Pajak Daerah o Dana Transfer
54 24| o ggﬁgfmzﬁ';ﬁ'&%“” terhadap Pendapatan Asli Daerah Baﬁ?j‘ﬂ '5;;1‘13/" 20.674.281.613,00 | Umum-Dana Alokasi |  PD
- Nilai IKM 9 ° Umum
Jumlah Target Pajak Daerah 740.425.300.000.00
Jumlah penerimaan Pajak Daerah e
. Bidang Pajak | Dana Transfer
55 2| 4 21'0 g:g:z:f“ Pengelolaan pendapatan Jumlah penerimaan Pajak Daerah Ba’f‘zz'ng 295.855.700.000,00 20.674.281.613,00 | Umum-Dana Alokasi |  PD
Mening Bidang Pajak Il . 328.091.200.000,00 Umum
katnya Jumlah penerimaan piutang pajak 26.320.000.000,00
Potensi daerah ——
Pajak 2.0 Perencanaan lol jak ana transter
. pengelolaan paja Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kab. ) .
56 | Daerah 214 1 daerah Pajak Daerah Bandung 4 Dokumen 1.760.000.000,00 | Umum L[J)ri:?n Alokasi PD

—




Urusan/Bidang Urusan

PE
Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana;

PATAN DAERAH KABU

] | e Kode Rekening Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sumber Dana gatatgan
e n Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/ enting
Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20 Analisa dan Pengembangan Pajak Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Kab Dana Transfer
57 214 1 Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Daerah serta Pengembangan Pajak Ban du.n 3 Dokumen 1.385.010.613,00 [ Umum-Dana Alokasi PD
Pajak Daerah. Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 9 Umum
Jumlah Laporan Pelaksanaan Dana Transfer
2.0 Penyuluhan dan Penyebarluasan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kab. ) .
58 2141 Kebijakan Pajak Daerah Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah | | Bandung 12 Laporan 305.594.200,00 | Umum S;E?HA'O"&‘S' PD
Soreang
Jumlah Laporan Pelaksanaan Dana Transfer
2.0 Penyuluhan dan Penyebarluasan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kab. ) .
>3 2141 Kebijakan Pajak Daerah Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah Il | Bandung 12 Laporan 305.594.200,00 | - Umum Brf]’l‘;‘nA'Okas' PD
Dayeuhkolot
Jumlah Laporan 'Pelaksanaan Dana Transfer
2.0 Penyuluhan dan Penyebarluasan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kab. ) .
60 2141 Kebijakan Pajak Daerah Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah Ill | Bandung 12 Laporan 305.594.200,00 | Umum B;B?T]A'Okas' PD
Ciparay
Jumlah Laporan Pelaksanaan Dana Transfer
2.0 Penyuluhan dan Penyebarluasan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kab. ) .
61 214 Kebijakan Pajak Daerah Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah V.| Bandung 12 Laporan 205:594.20000 | - Umum-Dana Alokast | - PO
Majalaya
Jumlah Laporan Pelaksanaan Dana Transfer
2.0 Penyuluhan dan Penyebarluasan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kab. .
62 214 Kebijakan Pajak Daerah Kebijakan Pajak Daerah UPTD Wilayah V' | Bandung 12 Laporan 305.594.200,00 Umum-Dana Alkast ) P
Rancaekek
. Dana Transfer
63 9| 4 2.0 Penyediaan Sargna dan Prasarana Jumlah Sarana (_jan Prasarana Kab. 9 Unit 100.000.000,00 Umum-Dana Alokasi PD
1 Pengelolaan Pajak Daerah Pengelolaan Pajak Daerah Bandung Umum
. Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Dana Transfer
64 2|4l 20 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Kab. 8 Laporan 2250.000.000,00 | Umum-Dana Alokasi |  PD
1 Pajak Daerah . L Bandung
Pajak dan Wajib Pajak Daerah Umum

—




Urusan/Bidang Urusan

PE
Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana;

PATAN DAERAH KABU

] | e Kode Rekening Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sumber Dana gatatgan
e n Program/Kegiatan , Target Capaian Kebutuhan Dana/ enting
& & Letes Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20 Pengolahan. Pemeliharaan. dan Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Kab Dana Transfer
65 2141 7, 6 9 o ) Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data ' 1 Laporan 1.200.410.000,00 | Umum-Dana Alokasi PD
1 Pelaporan Basis Data Pajak Daerah . Bandung
Pajak Daerah Umum
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Dana Transfer
66 2| 4 2.0 7 Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan Kab. 2 Obyek Pajak 6.500.000.000,00 | Umum-Dana Alokasi PD
1 serta Bea Perolehan Hak atas Tanah NJOP nya Bandung Umum
dan Bangunan (BPHTB)
20 Kab Dana Transfer
67 214 1 8 | Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Ban du.ng 1 Dokumen 900.000.000,00 | Umum-Dana Alokasi PD
Umum
— i Dana Transfer
68 2| 4 2.0 9 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Kab. 14 Layanan 200.000.000,00 | Umum-Dana Alokasi PD
1 Daerah Daerah Bandung Umum
" T Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah Dana Transfer
69 2| 4| 20 |1 | Peneliian dan Veriikasi Data yang Telah Dilakukan Penelitian dan Kab. 2 Dokurmen 654.000.000,00 | Umum-Dana Alokasi |  PD
1 0 | Pelaporan Pajak Daerah 2 Bandung
Verifikasi Umum
. Dana Transfer
70 214 20 1 Penagihan Pajak Daerah Jumlalj Dokumen asil Egaksanaan Kab. 1 Dokumen 1.979.000.000,00 | Umum-Dana Alokasi PD
1 1 Penagihan Pajak Daerah Bandung Umum
. . Dana Transfer
71 2| 4| 2% | 1| penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Jumiah Dokumen Hasi Penyelesaian Kab. 1 Dokumen 677.690.000,00 | Umum-Dana Alokasi |  PD
1 2 Keberatan Pajak Daerah Bandung Umum
20 | 1 | Pengendalian Pemeriksaan dan Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Kab Dana Transfer
72 214 ) 9 i serta Pengendalian dan Pengawasan ‘ 1 Dokumen 1.520.200.000,00 [ Umum-Dana Alokasi PD
1 3 | Pengawasan Pajak Daerah . Bandung
Pajak Daerah Umum
20 | 1 | Pembinaan dan Penaawasan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Kab Dana Transfer
73 2141 7, ong: Pengawasan Pengelolaan Retribusi ' 1 Laporan 20.000.000,00 [ Umum-Dana Alokasi PD
1 4 | Pengelolaan Retribusi Daerah Bandung
Daerah Umum
TOTAL 100.314.955.700,00

—




Perlu kami jelaskan bahwa Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan

menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan dan dan merupakan hasil analisis penyesuaian kebutuhan Badan Pendapatan Daerah.

Sejalan dengan ketentuan dimaksud, dari tabel diatas dapat kami jelaskan bahwa dari Anggaran RKPD Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran
2025 sebesar Rp. 100.314.955.700,00 terdapat beberapa penyesuaian.




RENCANA KERJA

BAB YV
PENUTUP

Badan Pendapatan Daerah sebagai Badan yang dibentuk sesuai dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan
baik kepada masyarakat maupun Instansi terkait. Dalam Rencana Kerja (Renja) yang
berisi rencana dan target pelaksanaan program dan kegiatan dalam Tahun 2025
diarahkan kepada pencapaian rencana strategis (Renstra) 2021-2026 Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang disusun untuk dapat direalisasikan dan
dicapai semaksimal mungkin sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Oleh
karena itu dukungan dan komitmen dari. seluruh aparatur pada Badan Pendapatan
Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara konsekuen dan
konsisten dengan dilandasi tanggungjawab’ serta pengabdian yang tinggi harus terus
ditingkatkan. Demikian pula perlu adanya dukungan dari pihak-pihak lain yang secara
langsung maupun tidak langsung terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan
yang dilaksanakan sehingga renja ini secara sinergi dapat mendukung pada
pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Akhirnya kami berharap, Rencana Kerja (Renja) pada Badan Pendapatan Daerah
pada Tahun 2025 ini dapat dijadikan bahan.dalam rangka pencapaian Visi Misi Badan

Pendapatan Daerah.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

Ttd

Drs. H. AKHMAD DJOHARA, M.Si

BUPATI BANDUNG

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

D —
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